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Milla Murniati Shaliha, Pengaruh Profitabilitas, Thin capitalization,  Komite 
Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI)).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris 
mengenai pengaruh profitabilitas, thin capitalization,  komite audit, dan 
kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar 
dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada sektor aneka industri dan industri 
barang konsumsi dengan masa periode penelitian tahun 2016 - 2018. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
deskriptif mengenai penghindaran pajak dengan teknik pengolahan data 
menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 
22.Sampel yang digunakan berjumlah 30 perusahaan yang diperoleh dengan 
teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Thin capitalization  
dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Thin Capitalization, Komite 








Milla Murniati Shaliha, The Effect of Profitability, Thin Capitalization, Audit 
Committee, and Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance (Case Study 
of Companies Listed in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)).  
This study aims to determine and provide empirical evidence regarding 
the effect of profitability, thin capitalization, audit committees, and institutional 
ownership on tax avoidance of companies listed in the Indonesian Sharia Stock 
Index in various industrial sectors and consumer goods industries during the 
study period 2016 - 2018.  
The data analysis method used in this research is descriptive statistics 
regarding tax avoidance with data processing techniques using SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions) version 22. The sample used is 30 companies 
obtained by purposive sampling technique.  
The results of this study indicate that Profitability and the Audit 
Committee have no effect on tax avoidance. Meanwhile, thin capitalization and 
institutional ownership have an effect on tax avoidance.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan besarnya 
pendapatan yang diperoleh. Di Indonesia pendapatan dari sektor pajak 
menyumbang potensi yang besar. Nilai pendapatan pajak dapat mendukung 
serangkaian usaha pemerintah dalam rangka kegiatan pembangunan nasional 
berkelanjutan yang terdiri dari seluruh kehidupan masyarakat,berbangsa, dan 
bernegara. Pentingnya peranan pajak dalam mendanai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dapat dilihat dari jumlah nominal dan proporsi 
penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam pendapatan negara. Hal tersebut 
dapat dicermati pada tabel 1.1 berikut ini : 
Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Pajak 
Tahun 2015 – 2019 
(Dalam trilliun rupiah) 
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 
Target 1.294,26 1.355,20 1.283,57 1.424 1.577,6 
Realisasi 1.060,83 1.105,81 1.151,10 1.315,9 1.332,06 
Presentase 81,96% 81,60% 89,68% 92,23 % 84,4 % 
 Sumber : (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019) 
Dalam laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak terlihat bahwa 
pertumbuhan perpajakan Indonesia menampakkan hasil progresnya disetiap 





mengalami penurunan penerimaan pajak. Melemahnya perekonomian global 
dan perdagangan internasional berdampak tekanan pada perekonomian di 
Indonesia, namun kinerja perpajakan dinilai masih cukup baik. Perekonomian 
global diestimasikan akan membaik di tahun 2020. Hal ini memunculkan 
optimisme baru dalam upaya menghimpun penerimaan pajak yang maksimal 
guna membiayai pembangunan nasional. Terlepas dari faktor eksternal, 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan juga telah menyiapkan 
strategi dan program untuk memastikan target penerimaan pajak sejumlah 
1.642,57 trilliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN 
2020(kemenkeu.go.id). 
Cara menunjukkan kemandirian suatu bangsa adalah dengan mencari 
sumber dana dari pajak. Pada dasarnya setiap wajib pajak badan diharapkan 
mampu berpartisipasi dalam membayar pajak dalam rangka pembangunan 
nasional. Namun setiap wajib pajak memiliki persepsi yang berbeda-beda. 
Oleh sebab itu, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan model perpajakan 
yang ada Indonesia mendapati berbagai kendala. Salah satunya, yaitu  adanya 
praktik penghindaran pajak atau disebut tax avoidance(Swingly & 
Surakartha, 2015). 
Adanya penghindaran pajak dikarenakan perbedaan persepsi antara 
wajib pajak dengan pemerintah. Bagi wajib pajak mendefinisikan bahwa 
pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan maka selalu 
berupaya efisien dalam membayar pajak. Sedangkan bagi pemerintah, pajak 





terus-menerus maka diharapkan pendapatan pajak selalu meningkat setiap 
tahun (Silvia, 2019). 
Penghindaran pajak pada dasarnya merupakan strategi perencanaan 
pajak. Menyusun perencanaan pajak disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 
Yang mana dengan strategi atau usaha yang dilakukannya adalah  
meminimalkan pembayaran pajak. Terdapat dua strategi dalam meminimalisir 
pembayaran pajak,yaitu dengan memperbesar biaya operasional maupun 
memperkecil pendapatan.Peluang bagi manajemen suatu perusahaan untuk 
melakukan aktivitas yang di desain untuk menutupi keadaan finansial dengan 
cara memaksimalkan laba yang didapat dari pendapatan usahanya merupakan 
salah sau teknik menghindari pajak. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian 
(Arianandini & Ramantha, 2018) bahwa masih banyak perusahaan lebih 
mengutamakan untuk memaksimalkan laba setinggi-tingginya, akhirnya 
perusahaan memilih menerapkan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Hal 
tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk dapat membayar pajak secara 
optimal dan minimum namun bersifat legal menurut undang-undang 
perpajakan(Sima, 2018). 
Dalam praktik penghindaran pajak terdapat foreign activity atau 
aktivitas luar negeri . Ini merupakan strategi yang dilakukan manajemen 
perusahaan dengan cara memanfaatkan peluang dari anak perusahaan yang 
berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah. Banyak faktor 
lain terjadinya praktik penghindaran seperti corporate social responsibility, 





Titisari, & Nurlela, 2017). Manajemen dalam praktiknya juga akan 
menggunakan kemampuanya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi 
dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu di dalam hal 
perpajakan dan standar akuntansi.  
Pada Perusahaan yang masuk dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) sudah diberlakukan pembatasan struktur modal. Indonesia 
memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar, karena Indonesia menduduki 
masyarakat muslim terbanyak sedunia. Namun dilihat dari sisi lain, rasio nilai 
kapitalisasi pasar terhadap GDP (Gross Domestic Products) Indonesia masih 
di bawah 50%. Dapat diasumsikan bahwa potensi perluasan pasar modal 
syariah di Indonesia masih sangat tinggi.(https://www.idx.co.id/idx-syariah/). 
Konsekuensi penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan 
adanya insentif  yang didapatkan dari beban bunga hutang menjadi biaya 
yang dapat memperkecil penghasilan kena pajak. Pada perusahaan yang 
terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)mempunyai sedikit 
insentif.Peraturan dalam unsur syariah, kepemilikan utang berbasis bunga 
hanya dibatasi maksimal 45% dari total aset. 
Oleh wajib pajak badan praktik penghindaran pajak dapat dilakukan 
maksimal pihak manajemen karena dilandasi dengan adanya riil information. 
Tidak semua wajib pajak dapat melakukan praktik tax avoidance karena 
unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Mak seiring berjalannya 
waktu dengan arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin 





benar menguasai situasi yang ada, perubahan-perubahan aturannya. Sehingga 
aktivitas perpajakan dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh. 
Menurut (Subagiastra, Arizona, & Kusuma, 2016)penghindaran pajak 
yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang 
mana merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan dalam 
memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on 
Asset (ROA).  
. Berbicara perusahaan, tidak jauh dari pada modal, hutang, dan 
laba.Sebagaimana dapat diketahui salah satu strategi yang dilakukan untuk 
mengefisiensi beban pajak adalah dengan thin capitalization. Jika diartikan 
thin capitalization berarti modal tipis. Dalam hal ini pada penelitian 
(Khomsatun & Martani, 2015) menunjukkan modal yang dibatasi dengan 
hutang berbunga pada perusahaan indeks saham syariah  terbukti menurunkan 
arah hubungan positif antara thin capitalization terhadap penghindaran pajak 
karena sedikitnya celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait 
dengan pengelolaan pajak.  
Selain itu faktor penyebab praktik tax avoidance diidentifikasikan 
adanya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang mampu 
memberikan arah kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Good Corporate 
Governance (GCG) diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparency, 
accountability, responsibility, independency dan fairness.Menurut (Suardana 
& Maharani, 2014) corporate governance belum semuanya dapat dilakukan 





praktik penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor – faktor GCG, namun 
dalam penelitian ini adalah komite audit dan kepemilikan institusional. 
Komite audit termasuk dalam bidang corporate governance yang 
memastikan  jika perusahaan berjalan sesuai peraturan dan undang-undang 
yang berlaku,memiliki etika dalam usaha, melaksanakan pengawasannya 
secara efektif yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Tendean, 2016). 
Dikutip dari hasil penelitian (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018) 
mengasumsikan bahwa banyaknya jumlah komite audit , maka pengawasan 
terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) akan semakin baik 
dilaksanakan. 
Kepemilikan Institusional menjadi hal penting dalam mekanisme 
monitoring karena meningkatkan pengawasan yang lebih baik pada setiap 
keputusan yang diambil oleh para manajer (Wulandari, 2018). Banyaknya 
jumlah kepemilikan institusional yang ada di perusahaan maka akan semakin 
agresif dalam pelaporan pajaknya.(Jannah, 2019) 
Namun demikian, banyak diketahui bahwa perusahaan ISSI masih 
melakukan praktik penghindaran pajak. Dapat dicontohkan dari salah satu 
perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri, menurut hasil pemeriksaan 
Direktorat Jenderal Pajak bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 
dengan masa pajak 2005,2006,2007 dan 2008 diduga melakukan praktik 
penghindaran pajak. Strategi yang digunakan adalah dengan transfer pricing 
yang mana cara penjualan transfer price melebihi batas kewajaran dan 





sebab itu dapat mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia 
senilai Rp 1,2 Trilliun (Kompas.com, 2014). 
Penelitian tentang penghindaran pajak mulai banyak dieksplorasi. 
Yang mana dijadikan sebagai objek penelitian dan juga faktor yang 
mempengaruhinya. Tetapi penelitian memberikan hasil yang bebeda. Pada 
penelitian (Olivia & Dwimulyani, 2019) dan (Rinaldi & Charoline, 2015) 
menyatakan bahwa terdapat arah hubungan positif antara profitabilitas 
dengan praktik penghindaran pajak, penelitian ini tidak mendukung dengan 
penelitian(Arianandini & Ramantha, 2018) yang menyatakan profitabilitas  
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan 
oleh (Razif & Vidamaya, 2017) dan (Andawiyah, Subeki, & Hakiki, 2019) 
menunjukkan thin capitalization memiliki berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Salwah & Herianti, 
2019)yang menunjukkan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh  
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Basuki, 2018) komite 
audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, namun 
(Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018) menyimpulkan bahwa komite audit 
berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Lain halnya 
dengan (Ariawan & Setiawan, 2017) menyatakan adanya hubungan positif 
antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 
tidak sejalan dengan (Ningsih & Mildawati, 2017) dan (Ismi & Linda, 2016) 
yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arah hubungan 





Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks. Banyak 
bentuk usaha yang  terbebani dengan pembayaran pajak karena nominalnya 
yang tidak sedikit,terutama bagi yang memiliki pendapatan tinggi. Karena 
pada dasarnya setiap perusahaan ingin memiliki perolehan atau pendapatan 
yang maksimal,namun jika semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi 
pajak yang harus dibayar. Oleh sebab itu,banyak perusahaan atau institusi 
yang  melakukan tindakan praktik penghindaran pajak. 
Berdasarkan latar belakang di atas mengingat pentingnya pencegahan 
praktik penghindaran pajak dan penelitian yang menujukkan hasil yang 
berbeda maka penulis mencoba menguji kembali penelitian-penelitian 
sebelumnya dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, THIN 
CAPITALIZATION, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN” (Studi Kasus 
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI)). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan,maka 
rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 





2. Apakah thin capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) ? 
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ? 
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI). 
b. Untuk mengetahui pengaruh thin capitalizationterhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI). 
c. Untuk mengetahui pengaruh komite auditterhadap penghindaran pajak 






d. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
2. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan di dunia pendidikan dan ekonomi syariah, serta 
memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara variabel 
profitabilitas, thin capitalization, dan goodcorporate governance 
terhadap penghindaran pajak perusahaan pada Indeks Saham Syariah 
Indonesia. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Investor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
investor khususnya agar berhati-hati dalam berinvestasi 
menanamkan sahamnya di perusahaan supaya tidak kecewa dari 
dampak negatif akibat adanya praktik penghindaran pajak 
perusahaan yang memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
2)  Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengelola 





lebih guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan 
terhadap peraturan  menurut standar akuntansi dan kebijakan 
perpajakan yang berlaku. 
3) Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, 
pertimbangan,wacana dan sebagai informasi tambahan maupun 
perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait 









A. Landasan Teori 
1. Teori Agensi 
Berbagai kasus perusahaan,karena banyaknya pihak serta rumitnya 
birokrasi dalam aktivitas suatu kinerja membuat teori agensi mendukung 
adanya tindakan praktik penghindaran pajak di perusahaan. Dikutip dalam 
(Rahmawati, 2012) teori agensi dikembangkan oleh(Jensen & Meckling, 
1976)yang menjelaskan bahwa “hubungan agensi terjadi jika terdapat 
salah satu pihak (prinsipal) dan pihak lain (agen) menjalin kontrak untuk 
melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat 
keputusan kepada agen tersebut”.Menurut (Eisenhardt, 1989)asumsi yang 
mendasari teori keagenan terdapat tiga macam yaitu , asumsi tentang sifat 
manusia, asumsi keorganisasian,dan asumsi informasi.  
Asumsi tentang sifat manusia menilai bahwa manusia memiliki 
sifat mementingkan sendiri,memiliki keterbatasan rasionalitas,dan tidak 
menyukai resiko. Asumsi keorganisasian memberikan dampak adanya 
konflik dan asimetri informasi antara principal dan agent.Sedangkan 
asumsi informasi berkaitan pada informasi sebagai barang komoditi yang 
mungkin bisa diperjualbelikan. 
Teori agensi dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. 
Teori agensi mengarah pada ketidakserasian kondisi terhadap informasi 





dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini terjadi karena manajer lebih 
kompleks dalam mengetahui informasi,strategi dan prospek perusahaan 
untuk menjumpai dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik 
(pemegang saham) serta rendahnya pengawasan pemilik dalam mengawasi 
semua kegiatan manajer. Teori ini memberikan asumsi bahwa manajer 
masih diragukan kemampuannya dalam mengatur segala aspek terkait 
kepentingan publik maupun kepentingan para pemegang saham.(Ningsih 
& Mildawati, 2017). 
Menurut (Anthony & Govindarajan, 2005) pemberian kontrak 
kompensasi insentif yang tepat dapat mengatasi masalah agensi yang 
ada.Dengan ini manajemen akan termotivasi dalam meningkatkan risk 
taking terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga arah tujuan pemilik 
dan manajemen akan sinkron. 
2. Pajak  
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 
menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa,berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Putra, 2019) pajak merupakan 





perundang-undangan dan tidak mendapat balas jasa. Pemberlakuan pajak 
suatu negara telah ditetapkan atas dasar perpajakan. Sedangkan menurut 
(Pohan, 2013)Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang 
sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat.  
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak 
merupakan kontribusi atau iuran yang wajib bagi wajib pajak pribadi 
maupun badan yang ditujukan untuk kas negara melalui bank,pos,atau 
lembaga persepsi lainnya. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa secara 
langsung.Pendapatan anggaran pajak selanjutnya digunakan untuk 
kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang.  
Di Indonesia, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak negara dan 
pajak daerah. Pajak negara meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPNBM),Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM). 
Kemudian pajak daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. 
Terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan di 





a. Self Assessment System, pada sistem ini menerapkan kemudahan dan 
keleluasan bagi wajib pajak untuk aktif dalam menghitung sendiri 
besaran pajak yang terutang. 
b. Official Assessment System, pada sistem ini memberikan wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutang pada 
fiskus. Wajib pajak ini bersifat pasif karena pajak terutang baru 
diketahui setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. 
c. Witholding System, dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak 
adalah pihak ketiga seperti bendahara instansi yang dapat menentukan 
besaran pajak yang harus dibayar. 
3. Penghindaran Pajak 
Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif 
yang berasal dari wajib pajak.Karakteristik wajib pajak yang melakukan 
penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai 
dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja.Praktik 
penghindaran pajak masih banyak dilakukan karena adanya pepatah kuno 
yang mengatakan “tak seorang pun suka membayar pajak (pajak.go.id). 
Menurut (Mardiasmo, 2016)penghindaran pajak merupakan 
langkah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 
undang-undang.Penghindaran pajak menurut  (Pohan, 2013)adalah upaya 
penghindaran pajak yang bersifat aman dan legal bagi wajib pajak tanpa 
mengingkari ketentuan perpajakan yang berlaku . Dikutip dalam (Silvia, 





memanfaatkan kekurangan dan kelemahan dari pada undang-undang dan 
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang 
terutang. Penghindaran pajak tergolong rekayasa tax affairs namun masih 
tetap  dalam batas ketentuan pajak (lawful). Praktik penghindaran pajak 
bisa saja sesuai dengan bunyi yang terdapat dalam ketentuan atau undang-
undang tetapi berbanding terbalik dengan asas undang-undang (Suandy, 
2008).Sedangkan (Putra, 2019) menyatakan penghindaran pajak adalah 
rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. 
Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan penghindaran pajak 
ialah upaya yang bersifat aman dan lega bagi wajib pajak untuk 
memperkecil jumlah pajak yang terutang tanpa bertentangan dengan 
ketentuan perpajakan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 
perpajakan itu sendiri. 
Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran 
pajak yaitu : 
a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat 
didalamya namun sebenarnya tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan 
faktor pajak. 
b. Skema seperti ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang 
atau menerapkan ketentuan yang legal untuk berbagai tujuan, namun 
sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang- undang. 





para konsultan menunjukkan alat atau langkah untuk melakukan 
penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. 
d. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalisir, atau 
bahkan meniadakan hutang pajak yang seharusnya dibayar perusahaan 
dengan tidak tidak melanggar undang-undang yang berlaku. 
4. Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
 Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)adalah efek 
berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam.Objek transaksi saham 
syariah adalah kepemilikan perusahaan. Maka dari itu, saham perusahaan 
hanya bisa diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi,sedangkan negara 
tidak dapat menerbitkan saham. Pemberlakuan Indeks Saham Syariah akan 
berpengaruh pada sisi modal perusahaan oleh karena itu berdampak 
terhadap komposisi pemegang saham perusahaan.Untuk memudahkan 
pelaku pasar dalam melakukan transaksi saham syariah,baik untuk 
keperluan investasi ,reksa dana syariah maupun portofolio lainnya,OJK 
telah mengeluarkan peraturan tentang penerbitan Daftar Efek Syariah 
(DES) sejak tahun 2007 (Putra, 2019). 
Seleksi saham syariah memiliki dua kriteria utama,yaitu jenis usaha 
dan cara perusahaan mengelola usahanya. Keputusan Ketua Bapepam dan 
LK Nomor: KEP-208/BL/2012 mengatur tentang kriteria dan penerbitan 





a. Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha yang 
tidak sesuai dengan prinsip syariah,seperti : perjudian,lembaga 
keuangan non syariah (Ribawi), melakukan riswah (suap),dan 
perusahaan rokok. 
b. Rasio hutang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih 
dari 45%. Dalam hal ini dinyatakan bahwa utang berbasis riba adalah 
utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional,penerbitan 
obligasi atauutang sejenis yang menggunakan bunga. Sumber dana 
didapatkan dari perusahaan menerbitkan sukuk atau utang pembiayaan 
dari bank syariah. 
c. Rasio total pendapatan tidak halal terhadap total revenue dan 
pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. 
Saat ini pasal modal Islam Indonesia memiliki tiga indeks saham 
syariah yaitu : 
a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan efek berbasis 
ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Pertama diluncurkan pada tahun 
2011.Indeks kompositny terdiri atas seluruh saham syariah yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Sebagaimana terdapat Keputusan Ketua Bapepam dan LK 





Saham Syariah yaitu dilihat dari jenis usaha dan cara perusahaan 
mengelola usahanya. 
b. Jakarta Islamic Index (JII) 
 Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan tahun 2000. JII adalah 
indeks yang terdiri atas 30 saham syariah yang paling likuid berada di- 
urutan pertama sampai dengan tiga puluh teratas di BEI. 
c. Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)  
Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)diluncurkan tahun 2018.JII70 
adalah indeks ekstensi dari JII dengan jumlah saham syariah yang lebih 
banyak (yang terdiri atas 70 saham syariah yang paling likuid di 
BEI.(Abdalloh, 2018). 
5. Profitabilitas 
Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai sebuah perusahaan 
ialah profit.Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba. Menurut (Chen & Wong, 2004) profitabilitas adalah 
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat 
efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang 
dimilikinya. (Jorenza, 2015) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya 
dengan penjualan,total aktiva,maupun modal sendiri. Menurut (Brigham & 
Houston, 2011). Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 





operasi yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan 
dan keputusan operasional. Dari berbagai definisi tersebut maka dapat 
dikatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh laba dan dapat mengukur tingkat efisiensi operasional dan 
aset perusahaan berdasarkan likuiditas, manajemen aset, utang serta modal 
yang mencerminkan kebijakan keuangan dan keputusan operasional. 
6.  Thin Capitalization  
MenurutOECD (2012), thin capitalization merupakan tindakan 
sebuah perusahaan untuk menggunakan utang lebih banyak dibandingkan 
dengan ekuitas dalam sumber pendanaan perusahaan.(Afifah & Prastiwi, 
2019) menyatakan bahwa thin capitalization merupakan suatu skema 
penghindaran pajak dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang 
memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara 
langsung maupun perantara.Pada dasarnya thin capitalization merupakan 
pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan 
utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun & Martani, 2015). Thin 
apitalization merupakan keputusan investasi oleh perusahaan dalam 
mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang 
dibandingkan dengan menggunakan ekuitas dalam struktur modalnya 
(Richardson & Taylor, 2013).Dari berbagai definisi di atas maka penulis 
menyimpulkan bahwa thin capitalization merupakan keputusan 
pembentukan struktur modal perusahaan yang mengutamakan kepemilikan 





Thin Capitalization memiliki konsep yang bertolak belakang dengan 
konsep perusahaan ISSI yang mana memiliki aturan batasan utang berbasis 
bunga yang rendah. Oleh karenanya insentif pajak dari utang mungkin 
tidak berlaku bagi perusahaan yang tergabung dalam ISSI yang 
mempunyai batasan utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total 
aset. Namun pembatasan ini memberikan dampak atas pengaruh thin 
capitalization dan penghindaran pajak. Pembatasan proporsi utang tidak 
lebih dari 45 % akan dapat menurunkan efek positif struktur utang 
terhadap penghindaran pajak (Khomsatun & Martani, 2015). Indonesia 
menganut aturan thin capitalization melalui UU PPh nya dalam pasal 18 
(1) UU PPh itu bahwa menteri keuangan berwewenang mengeluarkan 
keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal 
perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. 
7. Good Corporate Governance 
 Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance (selanjutnya 
disebut sebagai CG) merupakan suatu prosedur yang dirangkai untuk 
mengarahkan dalah mengatur perusahaan lebih professional. Bursa Efek 
Indonesia sudah sukses menerapkan pedoman, aturan kerja serta prosedur 
sesuai dengan prinsip CG secara efektif dan efisien dalam kegiatan 







 Penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan 
yang baik adalah aspek penting dalam setiap bisnis atau kegiatan usaha 
untuk memastikan bahwa semua rencana usaha dilaksanakan sesuai 
dengan sistem yang benar dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi 
seluruh pemegang saham. 
 Konsep GCG berasal dari Pemerintah Indonesia dan International 
Monetary Fund (IMF) dalam program economy recovery pasca krisis, 
Good Corporate Governancemerupakan suatu konsep tentang tata cara 
kelola perusahaan yang sehat dan diharapkan dapat melindungi pemegang 
saham dan kreditur agar dapat menghasilkan return investasinya.Menurut 
KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) corporate governance 
adalah salah satu pilar sistem ekonomi pasar.Peran good Corporate 
Governance dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak 
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.(Ismi & Linda, 2016). 
Definisi corporate governance menurut Forum for Corporate Governance 
in Indonesia (2003) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara 
pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, 
pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan 
eksternal lainnya yang berkaitan dengan sistem yang mengatur dan 
pengendalian perusahaan (Hery, Kajian Riset Auntansi, 2017, hal. 27-28). 
Bank Dunia (World Bank) mendefiniskan Good Corporate 
Governanceadalah seperangkat hukum,peraturan,dan kaidah yang wajib 





berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang 
yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 
sekitar secara keseluruhan. Berdasarkan berbagai definisi di atas maka 
penulis menyimpulkan bahwa good corporate governance adalah 
seperangkat hukum,peraturan,dan kaidah konsep tentang tata cara kelola 
perusahaan yang baik dalam mengelola aktivitas perusahaan. 
 Dalam good corporate governance terdapat mekanisme yang 
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak 
pengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan 
terhadap keputusan tersebut. Mekanisme good corporate governance 
diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance 
dalam sebuah organisasi (Yuono & Sari, 2016). Pada penelitian ini penulis 
menggunakan komite audit dan kepemilikan institusional sebagai proksi 
dari mekanisme Good Corporate Governance. 
1. Komite Audit 
Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang 
Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa 
komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 
perusahaan yang mana bertugas membantu melakukan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu 
perusahaan. Komite audit merupakan sejumlah anggota dewan 





dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite 
audit umumnya terdiri dari tiga,lima atau tujuh  orang yang merupakan 
bukan bagian dari manajemen perusahaan. Komite audit memiliki peran 
yang cukup vital dalam proses terlaksananya mekanisme penerapan 
good corporate governance. (Yusuf, 2003) 
Komite audit dalam tugasnya bertugas membantu dewan 
komisaris dalam memonitoring proses pelaporan keuangan oleh 
manajemen guna meningkatkan integritas laporan keuangan. Dalam hal 
ini komite audit akan menelaah sesuai SOP atau kebijakan akuntansi 
yang berlaku,menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan 
eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu komite audit juga 
bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara 
manajemen dan auditor mengenai interpretasidan penerapan prinsip 
akuntansi untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan lebih 
akurat. 
2. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham 
yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan 
asuransi,bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan kecuali anak 
perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa 
perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi (Yuono & Sari, 2016). 





yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap 
keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.Adanya 
kepemilikan institusional pada perusahaan akan mendorong 
pengawasan lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 
kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan 
untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen 
(Subagyo, 2018). Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah 
keagenan yang terjadi karena pemegang saham institusional akan 
mengawasi perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer 
perusahaan yang mementingkan diri sendiri (Hery, Kajian Riset 
Akuntansi, 2017). Menurut (Permanasari, 2010) kepemilikan 
institusional memiliki kelebihan sebagai berikut:  
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga 
dapat menguji keandalan informasi.  
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 
ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 
B. Studi Penelitian Terdahulu  
Penelitian terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) mulai banyak 
di eksplorasi. Pada dasarnya penghindaran pajak sama saja dengan bagaimana 
wajib pajak meminimalkan beban pajak yang dibayar. Namun berbagai faktor 
adanya penghindaran pajak setiap peneliti memiliki hasil yang beragam. Studi 
penelitian terdahulu tentang profitabilitas, thin capitalization dan good 
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 Dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mengacu pada penelitian 
(Olivia & Dwimulyani, 2019) yang mana menggunakan variabel thin 
capitalization,profitabilitas sebagai variabel independen dan kepemilikan 
institusional sebagai variabel moderasi. Objek penelitiannya pada perusahaan 
manufaktur dengan sub sektor non makanan dan minuman yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Analisis data menggunakan uji 
statistik deskriptif,uji kualitas data,uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 
Dan indikator penghindaran pajak di ukur dengan ETR. Hasil pnelitian 
Imelda dan Susi menujukkan bahwa Thin Capitalization tidak berpengaruh 
terhadap Penghindaran Pajak, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi 
pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak dan Kepemilikan 
Institusional dapat memperlemah pengaruh positif Profitabilitas terhadap 
Penghindaran Pajak. 
 Pada dasarnya persamaan yang dimliki adalah penggunaan variabel 
thin capitalization dan profitabilitas sebagai variabel independen. Analisis 
data, dan indikator penghindaran pajak diukur dengan ETR. Perbedaan yang 
terdapat pada penelitian ini adalah pada kepemilikan institusional ,penelitian 
ini digunakan sebagai variabel independen dan pada penelitian ini menambah 
kan komite audit sebagai variabel independen dari proksi good corporate 
governance. Objek penelitian menggunakan Perusahaan yang masuk dalam 
ISSI pada sektor aneka industri dan industri barang konsumsi dengan masa 





C. Kerangka Berpikir 
Kerangka pemikiran menjelaskan tentang hubungan antar variabel 
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Didasarkan atas 
teori-teori yang berkaitan, kemudian dilakukan analisa secara kritis dan 
sistematis sehingga menghasilkan gambaran mengenai hubungan antar 
variabel yang akan diteliti. Gambaran mengenai hubungan antar variabel 
tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono,2010). 
1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance 
  Profitabilitas dengan rasio Return On Assets merupakan hal utama 
dalam sebuah laporan keuangan perusahaan (Saputra, Refa, & Asyik, 
2017). Tujuan bagi pihak manajemen adalah untuk mengevaluasi 
efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh 
aktivaperusahaan (Sudana, 2015).Apabila profitabilitas perusahaan 
meningkat berarti kinerja perusahaan semakin bagus dan hal tersebut 
mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Apabila perusahaan 
memiliki profitabilitas tinggi maka akan memiliki kesempatan untuk 
memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi beban 
kewajiban perpajakan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Pada 
penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018)menyatakan bahwa 
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena 
semakin profitable perusahaan maka perusahaan tersebut dapat 
memposisikan diri dalam tax planning sehingga mampu memperoleh pajak 





menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak karena semakin efisien perusahan maka pajak yang 
dibayar akan lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi 
lebih rendah artinya tingkat penghindaran pajak cenderung tinggi.Hal ini 
sejalan dengan penelitian (Rinaldi & Charoline, 2015) 
2. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak 
Menurut OECD (2012), thin capitalization merupakan tindakan 
sebuah perusahaan untuk menggunakan utang lebih banyak dibandingkan 
dengan ekuitas dalam sumber pendanaan perusahaan. Strategi perusahaan 
dalam memperoleh pembiayaan berdampak pada tingkat penghasilan kena 
pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang maka semakin tinggi pula 
beban bunga yang dibayarkan yang mengakibatkan laba fiskal semakin 
rendah. Selain itu kebijakan pendanaan suatu perusahaan berdampak pada 
effective tax rate (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda 
terkait modal suatu perusahaan. ETR yang rendah merupakan indikasi 
adanya penghindaran pajak pada perusahaan. 
Pada penelitian (Razif & Vidamaya, 2017) menyatakan bahwa thin 
capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin 
tinggi thin capitalization maka penghindaran pajak pun akan meningkat. 
Penelitian ini sejalan dengan(Andawiyah, Subeki, & Hakiki, 2019) dan 
(Khomsatun & Martani, 2015). Lain halnya dengan hasil penelitian (Ismi 
& Linda, 2016) dan (Salwah & Herianti, 2019) menyatakan bahwathin 





disebabkan bahwa pembatasan utang (thin capitalization) yang berbasis 
bunga dibandingkan dengan total aset sebesar 45% : 55% yang merupakan 
salah satu syarat suatu perusahaan untuk masuk ke dalam daftar JII tidak 
mempengaruhinya adanya praktik tax avoidance.  
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak 
 Sejak direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek 
Indonesia , komite audit menjadi komponen umum dalam struktur 
corporate governance perusahaan publik. Sebagaimana tugas komite audit 
meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh 
perusahaan,menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan 
eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Mulyani, Wijayanti, & 
Masitoh, 2018). Pada penelitian (Basuki, 2018) menunjukkan bahwa 
komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. 
Penelitian tersebut tidak didukung oleh  (Tendean, 2016) dan (Mulyani, 
Wijayanti, & Masitoh, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham 
yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi,bank 
dan perusahaan investasi dan kepemilikan kecuali anak perusahaan an 
institusi lain yang memiliki hubungan istimewa perusahaan afiliasi dan 
perusahaan asosiasi (Yuono & Sari, 2016). Kepemilikan institusional 








mempengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka 
semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk 
melakukan pengindaran pajak . 
Berdasarkan penelitian(Subagiastra, Arizona, & Kusuma, 2016)dan 
(Ariawan & Setiawan, 2017)kepemilikan institusional berpengaruh postif 
terhadap penghindaran pajak .Namun penelitian ini tidak sejalan 
dengan(Faizah & Adhivinna, 2017),(Ningsih & Mildawati, 2017)dan (Ismi 
& Linda, 2016)yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. 












D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dapat 










H1 = Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI). 
H2 = Diduga Thin Capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI). 
H3 = Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI). 
H4 = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 















A. Pemilihan Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif yang berusaha menguji hipotesis dengan menggunakan 
alat analisis statistik mengenai penghindaran pajak (tax avoidance). 
B. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi  
Pupulasi mengacu pada keseluruhan kelompok 
orang,kejadian,atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi 
(Sekaran , 2017). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) dari tahun 2016 –2018 sebanyak 350 perusahaan. 
2. Sampel 
Sampel adalah sub kelompok atau sebagian populasi yang 
mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap 
populasi ketertarikan (yang diminati) (Sekaran , 2017).Pengambilan 
sampel penelitian ini yakni pada perusahaan sektor aneka industri dan 
sektor industri konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) tahun 2016-2018 sebanyak 30 perusahaan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang dikehendaki 





1. Perusahaan sub sektor aneka industri dan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia(ISSI) periode2016 –2018. 
2. Selama periode penelitian perusahaan menerbitkan laporan tahunan 
(annual report) dan menyertakan laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen. 
3. Selama periode penelitian perusahaan tidak mengalami kerugian. 
4. Perusahaan tidak melakukan pembukuan dalam mata uang selain 
rupiah. 
5. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia 
lengkap dalam laporan keuangan perusahaan. 
6. Perusahaan yang tidak keluar masuk Indeks Saham Syariah 
Indonesia dalam tahun periode penelitian. 
Berdasarkan kriteria tersebut sampel yang didapat dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Proses Seleksi Sampel Penelitian 
No Keterangan Jumlah 
1 
Perusahaan Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Perusahaan ISSI 
57 
2 




Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 
penelitian 
(6) 
4 Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah (4) 
5 
Perusahaan yang tidak menyediakan laporan keuangan 
tahunan secara lengkap 
(2) 
 Jumlah sampel penelitian terpilih 30 






Daftar perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) yang dijadikan sampel penelitian sesuai kriteria 
pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.2 
Sampel Penelitian 
No Nama Perusahaan Kode Saham 
1 PT. Akasha Wira International Tbk. ADES 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 
5 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 
12 PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul 
Tbk. 
SIDO 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 
16 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. TSPC 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KLBI 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 
25 PT. Kabelindo Murni Tbk. KBLM 
26 PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
SCCO 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 











C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen atau yang sering disebut dengan variabel 
terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut 
(Pohan, 2013) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak 
yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak diukur 
dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang 
dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 
Rumus tax avoidance sebagai berikut : 
 
b. Variabel Independen (X) 
Variabel independen sering disebut juga variabel 
stimulus,prediktor,antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut 
dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau menajdi sebab 
timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Variabel 
yang terdapat di penelitian ini adalah profitabilitas,thin 
capitalization,komite audit dan kepemilikan institusional. Dengan data 





hutang,laba bersih sebelum dan sesudah pajak,serta profil saham 
untuk melihat kepemilikan saham yang dimiliki institusi dan 
manajerial yang terdapat dalam laporan keungan perusahaan ISSI 
berdasarkan periode 2016 – 2018. Variabel independen dalam 
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Profitabilitas 
Profitabilias memiliki beberapa jenis skala pengukuran, 
dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran dengan rasio 
Return On Assets (ROA). Hasil pengembalian atas aset 
merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi 
aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan   kata   lain,   rasio   
ini   digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih 
yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam 
total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih 
terhadap total aset(Hery, Pengantar Akuntansi Comprehensive 
Edition , 2015). Semakin tinggi hasil pengembalian aset maka 
semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap 
rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya semakin 
rendah hasil pengembalian atas asetberarti semakin rendah pula 
jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 
tertanam dalam total aset. 
Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan 





untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 
pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 
manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva 
perusahaan. ROA dapat dirumuskan berikut : 
 
2) Thin Capitalization 
Thin capitalization merupakan keputusan pembentukan 
struktur modal perusahaan yang mengutamakan kepemilikan 
utang lebih besar daripada modal dalam memenuhi sumber 
pendanaannya. Penggunaan thin capitalization lebih 
menguntungkan baik bagi perusahaan maupun investor. Thin 
Capitalization berbanding terbalik dengan konsep perusahaan 
ISSI yang mempunyai batasan utang berbasis bunga yang rendah. 
Oleh karenanya insentif pajak dari utang mungkin tidak berlaku 
bagi perusahaan yang tergabung dalam ISSI yang mempunyai 
batasan utang berbasis bunga. Dalam penelitian ini, pengukuran 
thin capitalization dihitung dengan MAD ratio sebagai berikut : 
 
Keterangan :  
MAD : Maximum Amount Debt  
SHDA  : Safe Herbor Debt Amount  
Langkah untuk menghitung SHDA adalah : SHDA = (rata-
rata total aset - non IBL) X 45 % hutang maksimal dimana non-




ROA  = 







IBL (Interest–Bearing Liabilities) adalah kewajiban non-interest 
perusahaan, suatu liability yang tidak ada kaitannya dengan bunga 
(interest). Rasio MAD (Maximum Amount Debt) yang dihitung 
sesuai dengan rumus diatas untuk mengetahui ukuran thin 
capitalization. Apabila nilai MAD semakin mendekati 1 atau 
bahkan melebihi, maka mengidentifikasikan tingginya thin 
capitalization karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA 
jumlah hutang yang maksimal diperbolehkan. 
3) Komite Audit 
Komite Audit merupakan komite yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya tiga orang. Komite Audit memiliki tugas dan 
fungsi mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit 
eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Adanya Komite 
Audit ini dibentuk oleh dewan komisaris sehingga Komite Audit 
memiliki pertanggung jawaban kepada dewan komisaris. Komite 
Audit sebagai mekanisme monitoring dapat meningkatkan fungsi 
audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Pada penelitian ini 
variabel Komite Audit diukur dengan melibat seberapa banyak 
jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Seperti pada 









4) Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang 
saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan 
asuransi,bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan kecuali 
anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan 
istimewa perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi (Yuono & 
Sari, 2016). Adanya kepemilikan institusional pada perusahaan 
akan mendorong pengawasan lebih optimal dapat mengurangi 
masalah keagenan yang terjadi karena pemegang saham 
institusional akan mengawasi perusahaan sehingga mengurangi 
tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri 
sendiri(Hery, Kajian Riset Akuntansi, 2017) . 
Rumus Kepemilikan Institusional sebagai berikut : 
 
 
2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.3 
Ringkasan Operasional Variabel 
 
No Variabel Indikator Skala 










3 Komite Audit (X3) KoA = Jumlah Komite Audit Nominal 
4 Kepemilikan 
Institusional (X4) 
















D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah bagian dari integral dari desain 
penelitian seperti ditunjukkan dalam bagian berbayang.Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder.Data sekunder yaitu data yang mengacu pada 
informasi yang dikumpulkan dari sumberyang telah ada (Sekaran , 
2017).Yang mendasari penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah 
: 
1. Data mudah diperoleh, hemat waktu danbiaya. 
2. Data laporan tahunan telah digunakan dalam berbagai penelitian, baik 
penelitian dalam negeri maupun di luarnegeri. 
3. Data laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki 
reabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena telah 
di audit oleh auditorindependen. 
Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
adalah berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan (annual report) yang dilaporkan oleh perusahaan ISSI yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 
E. Teknik Pengolahan Data 
Beberapa pengujian data dalam penelitian ini adalah uji statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Semua pengujian akan diolah 
dengan menggunakan aplikasi komputer program SPSS (Statistical Product 
and Service Solutions) versi 22.00 for windows. Hal ini bertujuan agar hasil 





F. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif menjelaskan tentang gambaran atau deskripsi 
suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 
varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 
(kemencengan distribusi). Pada statistik deskriptif ini juga digunakan 
analisis tabulasi silang (crosstab) yang pada prinsipnya menyajikan data 
dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom data untuk 
penyajian crosstab adalah data berskala nominal atau kategori (Ghozali, 
2018, hal. 19-21). Analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan 
gambaran tentang profitabilitas, thin capitalization, komite audit, dan 
kepemilikan manajerial dilihat dari nilai rata-rata, standar 
deviasi,maksimum dan minimum. 
2. Uji Asumsi Klasik 
  Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, 
maka penelitian melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas, dan uji normalitas.Keempat asumsi klasik yang 
dianalisa dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions) versi 22.00. 
a. Uji Normalitas 
Menurut(Ghozali, 2018, hal. 161-163)adanya uji normalitas 
memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 





diketahui bahwa uji t dan F mempunyai anggapan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampe kecil.Ada 2 
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 
adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. 
Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah residual 
normal atau tidak dengan menggunakan analisis grafik normal 
probability plot dan uji one sample Kolmogorov-smirnov. Analisa 
pada grafik juga salah satu cara termudah untuk melihat normalitas 
residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 
Distribusi nomal akan membentuk garis lurusdiagonal. 
Namun uji one sample Kolmogorov-smirnov (KS) digunakan 
untuk menguji normalitas dengan statistik dalam penelitian ini.Uji 
one sampel Kolmogorov-smirnov (KS) menghasilkan angka yang 
detail serta memperkuat uji normalitas. Suatu persamaan  regresi,jika 
nilai signifikasi uji one sample Kolmogorov-smirnov (KS) lebih besar 
dari > 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonearitas 
 Uji Multikolonearitas bertujuan menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen).Model regresi yang baik yaitu tidak terjadinya korelasi 





berkorelasi, maka variabel-variabel dalam penelitian tidak ortogonal. 
Variabel orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018, 
hal. 107-108). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya uji 
multikolonieritas pakah residual normal atau tidak dalam model 
regresi adalah sebagai berikut:   
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 
2) Variabel dependen. 
Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.Jika 
antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umum 
nya diatas 0,90),maka hal ini merupakan indikasi adanya 
multikolonieritas. Tidak adanya korelasi tinggi antar variabel 
independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 
Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi 
atau lebih variabeli ndependen. 
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 
Lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 
variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan variabel 





sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai 
cutoff yang biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan 
nilai VIF >10. 
c. UjiAutokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika 
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan dan berkaitan 
satu sama lainnya. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan 
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 
lainnya.Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 
uji autokorelasi.Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 
dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan 
Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Pengambilan Keputusan Durbin Watson 
 
Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No desicion dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 ˗ dl < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negatif No desicion 4 ˗ du ≤ d ≤ 4 ˗ dl 
Tidak ada autokorelasi 
positif,atau negatif 
Tolak ditolak du < d < 4 ˗ du 






d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain pada model regresi. Cara untuk mendeteksi adanya 
heteroskedatisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 
nilaiprediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 
residualnya SRESID.Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 
diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi ˗ Y 
sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis grafik 
scatterplot adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 
mebentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 
kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedatisitas.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedatisitas(Ghozali, 2018, hal. 139). 
3. Analisis Regresi LinierBerganda 
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan 
antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y) 





Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Rumus persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah 




a = Intercept atau konstanta β1 – β4 = Koefisienregresi 
X1= Profitabilitas 
X2=Thin Capitalization 
 X3= Komite Audit 
X4= Kepemilikan Institusional 
E=Error 
4. Uji Hipotesis 
  Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan didasarkan 
dari analisis data,baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari 
observasi (tidak terkontrol). Uji hipotesis kadang disebut juga “konfirmasi 
analisis data”. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat 
berdasarkan pengujian hipotesis nol yang mana untuk menjawab 
pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. 
a. Uji Signifikani Parsial  (Uji t) 
   Menurut (Ghozali, 2018, hal. 98) uji statistik t dapat 
digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen 





dengan melihat nilai signifikansi pada taraf 0,05. Ada beberapa kriteria 
yang dapat digunakan dalam menentukan uji signifikansi parameter 
individual, yaitu : 
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabeldependen. 
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
5. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (𝑅2) bertujuan 
untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah nol dan 
satu.Nilai 𝑅2yang mendekati nol mengindikasikan kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi. 
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 
model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka 𝑅2pasti 
meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted𝑅2pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti 𝑅2 nilai Adjusted 














HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Bursa Efek Indonesia  
Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar saham, obligasi dan 
instrument derivatif yang menyediakan data secara real time. Bursa 
saham tunggal di Indonesia ini berkantor pusat di Jakarta Selatan. Bursa 
Efek Indonesia (BEI) sebagai fasilitator perdagangan efek di Pasar Modal 
Indonesia memfasilitasi ratusan saham perusahaan yang mana terbagi 
dalam 9 sektor usaha diantaranya yaitu sektor pertanian,sektor 
pertambangan,sektor keuangan,sektor industri,sektor properti,real 
estat,dan kontruksi bangunan,sektor infrastruktur,utilitas,dan 
transportasi,serta sektor perdagangan,jasa dan investasi. 
Bursa Efek atau pasar modal hadir sejak zaman kolonial Belanda 
tepatnya tahun 1912 di Batavia. Pasar modal didirikan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Pada saat periode berjalan 
berbagai hambatan terjadi yaitu adanya perang dunia I dan II, 
perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah 
Republik Indonesia, dan berbagai kondisi lainnya yang berdampak pada 
perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang 
diharapkan bahkan hingga mengalami kevakuman. 
Sejarah singkat dan jejak langkah bursa efek atau pasar modal 






Sejarah Bursa Efek Indonesia 
Periode Tahun Sejarah 
14  Desember 1912 
Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia 
(Jakarta) oleh Pemerintah Hindia Belanda 
1914-1918 
Aktivitas Bursa Efek di Batavia (Jakarta) ditutup karena 
adanya Perang Dunia I 
 
1925-1942 
Aktivitas Bursa Efek di Batavia/Jakarta dibuka 
kembali bersamaan dengan dibukanya Bursa Efek yang 
berada di Surabaya dan Semarang 
Awal 1939 
Adanya isu politik mengenai Perang Dunia II Bursa Efek 
yang berada di Surabaya dan Semarang ditutup 
sementara 
1942-1952 
Bursa Efek yang berada di Batavia/Jakarta juga ditutup 
kembali selama Perang Dunia II 
09 Mei 1905 
Adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda 
menyebabkan semakin tidak efektifnya Bursa Efek 
1956-1977 Perdagangan di Bursa Efek mengalami kevakuman. 
 
 
10 Agustus 1977 
Bursa Efek diresmikan oleh Presiden Soeharto. BEI 
dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 
Modal). Pengaktifan Bursa Efek ini juga ditandai dengan 
permulaan go public di PT Semen Cibinong sebagai 
emiten pertama yang ada. 
 
1977-1987 
Aktivitas perdagangan di Bursa Efek melemah. Jumlah 
emiten hanya mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 
instrument perbankan dibandingkan instrument pasar 
modal. 
 
09 Juni 1905 
Hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang 
memberikan kemudahan bagiperusahaan dalam 
melakukan penawaran umum dan stakeholders asing 
menanamkan modal di Indonesia. 
 
1988-1990 
Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal 
diluncurkan. Pintu BEJ (Bursa Efek Jakarta) terbuka 
untuk asing dan aktivitas bursa semakin meningkat. 
 
02 Juni 1988 
Bursa Pararel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 
dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek 
(PPUE) sedangkan organisasi sendiri terdiri dari broker 
dan dealer. 
 
01 Desember 1988 
Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 
88) yang memberikan kepada perusahaan untuk go 
public serta beberapa kebijakan lain yang positif bagi 
pertumbuhan pasar modal. 
16 Juni 1989 
Bursa Efek Surabaya (BES) sudah mulai beroperasi 
kembali dan dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) milik 






10 November 1995 
Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mana 
diberlakukan mulai Januari 1996. 
2007 
Penggabungan Bursa Efek Surabaya (EBS) ke Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa 
Efek Indonesia. 
Sumber :www.idx.co.id (2020) 
2. Gambaran Umum Perusahan Sampel  
Gambaran umum perusahaan merupakan penjelasan atau deskripsi 
dari latar belakang, sejarah dan perkembangan dari mulai berdiri sampai 
halnya bisa eksis sampai sekarang oleh perusahaan sampel yang nanti bisa 
mempermudah seseorang untuk lebih memahami dan bisa mendapatkan 
informasiyamg dibutuhkan mengenai profil perusahaan tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disipulkan dan diringkas bahwa 
gambaran umum perusahaan sampel penelitian, sebagaiberikut: 
Tabel 4.2 
Gambaran Umum Perusahaan Sampel 
 
No Nama Perusahaan Tanggal Berdiri Alamat Kantor Pusat 
1 





Jl. Letjend T.B 
Simatupang Kav. 88, 
Jakarta 12520 
2 
PT. Wilmar Cahaya Indonesia 
Tbk. 
30 Mei 2013 
Jl. Industri Selatan 3 




3 PT. Chitose Internasional Tbk. 15 Juni 1978 
Jl. Industri III No. 5 
Utama, Cimahi, Jawa 
Barat 40533 
4 
PT. Darya Varia Laboratoria 
Tbk. 
30 April 1976 
South Quarter, Tower 
C, 18th – 19th Floor 








PT. Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk. 
02 September 2009 
Sudirman Plaza, 
Indofood Tower,Lt 23  
Jl. Jenderal Sudirman 
Kav. 76-78 Jakarta 
12910 
6 
PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk. 
14 Agustus 1990 
Sudirman Plaza, 
Indofood Tower,Lt 27  
Jl. Jenderal Sudirman 
Kav. 76-78 Jakarta 
12910 
7 PT. Kimia Farma Tbk. 16 Agustus 1971 




PT. Kedawung Setia Industrial 
Tbk. 
09 Januari 1973 




9 PT. Kalbe Farma Tbk. 10 September 1966 
Gedung Kalbe 
Jl. Let. Jend Suprapto 
Kav. 4 Cemapaka 
Putih, Jakarta 10510 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. 27 November 1976 
Ruko Villa Kebon 
Jeruk Blok F3 
Jl. Raya Kebon Jeruk, 
Jakarta 11530 
11 
PT. Nippon Indosari Corpindo 
Tbk. 
08 Maret 1995 
Kawasan Industri MM 
2100 





PT. Industri Jamu & Farmasi 
Sido Muncul Tbk. 
18 Maret 1975 
Gedung Menara Suara 
Merdeka Lt. 16  
Jl. Pandanaran No. 30 
Semarang,Jawa Tengah 
50134 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. 12 April 1973 
Plaza Asia Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman 
Kav. 59, Jakarta 
Selatan 12190 
14 PT. Sekar Laut Tbk. 19 Juli 1976 
Jl. Raya Darmo 23 – 25 
,Suarabaya,Jawa Timur 
60265 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. 05 November 1969 
Wisma 46 Kota BNI, Lt 
7 







Kav. 1 Jakarta Pusat, 
10220 
16 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 03 November 1953 
Tempo Scan Tower Lt. 
16 
Jl. HR Rasuna Said 
Kav. 3-4, Jakarta 12950 
17 
PT. Ultra Jaya Milk Industry 
Tbk. 
02 November 1971 
Jl. Raya Cimareme 
131, Padalarang, 
Bandung, Jawa Barat 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. 05 Desember 1933 
Graha Unilever Green 
Office Park Kav. 3 
Jl. BSD Boulevard 
Barat BSD City, 
Tangerang,Jawa Barat 
15345 
19 PT. Astra Otoparts 20 September 1991 
Jl. Raya Pegangsaan 
Dua KM 2,2 Kelapa 
Gading, Jakarta 14250 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. 15 Oktober 1931 
Jl. RA. Kartini Kav. 28 
Cilandak Barat, Jakarta 
Selatan , 12430 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. 08 Juli 1981 
Jl. Pahlawan ,Ds. 
Karang Asem Timur, 
Citeureup,Bogor,Jawa 
Barat 16810 
22 PT. Indospring Tbk. 05 Mei 1978 
Jl. Mayjend Sungkono 
No. 10, Segoromadu, 
Gresik,Jawa Timur 
61123 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. 19 Januari 1972 




PT. Ricky Putra Globalindo 
Tbk. 
22 Desember 1987 





PT. Kabelindo Murni Tbk. 1972 
Kawasan Industri 
Pulogadung Jl. 




Manufacturing & Commerce 
Tbk. 
02 Oktober 1972 
Jl. Kebon Sirih 71, 
Jakarta Pusat  
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. 19 Januari 1976 
Wisma ADR 
Jl. Pluit Raya 1 No. 1, 
Jakarta Utara 14440 








Jl. M.H Thamrin No. 1 
Jakarta Pusat 10310 
29 PT. Trisula International Tbk. 13 Desember 2004 
Trisula Center  
Jl. Lingkar Luar Barat 




30 PT. Voksel Electric Tbk 19 April 1971 
 Menara Karya Lantai 
3, Suite D 
Jl. HR Hasuna Said, 
Blok X-5,Kav. 1-2 
Jakarta 12950  
 
B. Hasil Penelitian 
1. Statistik Deskriptif 
Berdasarkan data variabel dependen (penghindaran pajak) dan 
variabel independen (profitabilitas,thin capitalization,komite audit, dan 
kepemilikan institusional), maka dilakukan analisa data dalam bentuk 
statistik deskriptif. 
Tabel 4.3 
Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Profitabilitas 90 .00 .97 .1242 .16726 
Thin Capitalization 90 .01 298.67 4.4018 31.60940 
Komite Audit 90 3.00 5.00 3.1111 .34978 
Kepemilikan 
Institusional 
90 .02 91.52 1.6117 9.58784 
Penghindaran Pajak 90 .00 2.18 .3220 .30492 
Valid N (listwise) 90     
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
Tabel 4.3 menunjukan nilai N atau jumlah data yang valid dari 





penghindaran pajak dari periode 2016-2018, nilai minimum sebesar 0,00, 
nilai maksimum sebesar 2,18, nilai mean sebesar 0,3220 dan standar deviasi 
sebesar 0,30492. Berdasarkan data diatas, nilai mean variabel penghindaran 
pajak lebih besar dari standar deviasinya. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata. 
Profitabilitas (X1) dari 90 data pengamatan yang dilakukan 
menunjukan nilai minimum 0,00, nilai maksimum sebesar 0,97, nilai mean 
0,1242 dan standar deviasi sebesar 0,16726. Nilai mean variabel X1 lebih 
kecil dari standar deviasinya. Data tersebut menunjukan penyebaran 
nilainya tidak merata. 
Thin Capitalization (X2) dari 90 pengamatan yang dilakukan 
menunjukan nilai minimum 0,01, nilai maksimum sebesar 298,67 nilai 
mean 4,4018 dan standar deviasi sebesar 31,60940. Nilai mean variabel X2 
lebih kecil dari standar deviasinya. Data tersebut menunjukan penyebaran 
nilainya tidak merata. 
Komite Audit (X3) dari 90 data pengamatan yang dilakukan 
menunjukan nilai minimum 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai mean 
3,1111 dan nilai standar deviasi sebesar 0,34978. Nilai mean variabel X3 
lebih besar dari standar deviasinya. Data tersebut menunjukan 
penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya. 
Kepemilikan Institusional (X4) dari 90 data pengamatan yang 





91,52, nilai mean 1,6117 dan nilai standar deviasi sebesar 9,58784. Nilai 
mean variabel X4 lebih kecil dari standar deviasinya. Data tersebut 
menunjukan penyebaran nilainya tidak merata. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data 
berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas data 
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov satu arah. 
Berikut ini hasil uji normalitas data dengan metode Kolmogrov 
Smirnov: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 













Test Statistic .350 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
Dari data tabel 4.4diatas diperoleh nilai asymp sig (2-tailed) 
sebesar 0,000 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa data belum berdistribusi normal, karena belum 
memenuhi syarat nilai asymp sig lebih besar dari 𝑎. Agar data 





membuang beberapa data outlier sebanyak 27 sampelsehingga 
diperoleh data normal dengan nilai asymp sig sebesar 0,200 satuan 
seperti tabel berikut: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas 
(Setelah membuang data outier) 
 







Std. Deviation .01616762 




Test Statistic .059 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 
multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat 
nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Dalam 
penelitian ini, hasil uji multikolinearitas ditunjukan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.6 





1 (Constant)   
Profitabilitas .440 2.272 
Thin Capitalization .649 1.540 
Komite Audit .467 2.142 
KepemilikanInstitusional .295 3.394 





 Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas diatas 
menunjukan nilai tolerance pada setiap variabel lebih besar dari 0,10 
dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel 
menunjukan nilai kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen 
pada model regresi ini. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
korelasi antara variabel bebas pada periode tertentu dengan variabel 
sebelumnya. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk 
menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan uji 
Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 








1 .891a .795 .781 .01672 2.159 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 Berdasarkan tabel 4.7 dengan jumlah sampel (n) = 63 dan 
variabel independen (k) = 4 , pada tabel Durbin-Watson didapatkan 
nilai dU=1,7296, nilai dL=1,4604, nilai d=2,159 dan nilai 4-dU(4-
1,7296)=2,2704. Maka, 1,4604<2,159<2,2704 memenuhi syarat uji 





terdapat autokorelasi positif atau negatif pada penelitian ini. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
   Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara mendeteksi 
keberadaan heteroskedatisitas adalah dengan melihat pola gambar 
scatterplots, dengan ketentuan : 
1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka0. 
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawahsaja. 
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 
melebar kemudian menyempit dan melebarkembali. 









Dari gambar 4.1 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak 
atau tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model analisis penelititan ini, yang 
artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari satu variabel bebas ke 
variabel bebas lain. 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
dua atau satu lebih variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu 
apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 
memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen 
mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil analisis regresi linear berganda 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.8 






Coefficients t Sig. 




(Constant) .212 .025  8.345 .000 
Profitabilitas -.102 .074 -.124 -1.380 .173 
Thin Capitalization .030 .007 .298 4.039 .000 
Komite Audit -.001 .004 -.022 -.252 .802 
Kepemilikan Institusional .100 .019 .570 5.201 .000 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji analisis regresi linear berganda 
diatas, diperoleh persamaan regresi sebagaiberikut: 
Y= 0,212 - 0,102X1 + 0,030X2 - 0,001X3+ 0,100X4 + € 
 






1. Nilai konstanta adalah 0,212 artinya apabila variabel profitabilitas,thin 
capitalization,komite audit, dan kepemilikan institusional bernilai nol 
(tidak ada) maka penghindaran pajak bernilai sebesar0,212. 
2. Nilai koefisien profitabilitas(X1) sebesar – 0,102 menunjukkan apabila 
nilai profitabilitas naik 1 satuan, maka nilai penghindaran pajak akan  
turun sebesar0,102 satuan dengan asumsi bahwa nilai profitabilitas,thin 
capitalization,komite audit, dan kepemilikan institusional adalah tetap 
atau tidak berubah. 
3. Nilai koefisien thin capitalization (X2) sebesar 0,030 menunjukkan 
apabila nilai thin capitalizationnaik 1 satuan, maka nilai penghindaran 
pajak akan naik sebesar 0,030 satuan dengan asumsi bahwa nilai 
profitabilitas,thin capitalization,komite audit, dan kepemilikan 
institusional adalah tetap atau tidak berubah. 
4. Nilai koefisien komite audit(X3) sebesar – 0,001 menunjukkan apabila 
nilai komite audit naik 1 satuan, maka nilai penghindaran pajak akan 
turun sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa nilai nilai 
profitabilitas,thin capitalization,komite audit, dan kepemilikan 
institusional adalah tetap atau tidak berubah. 
5. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X4) sebesar 0,100 





nilai penghindaran pajak akan naik sebesar 0,100 satuan dengan asumsi 
bahwa nilai profitabilitas,thin capitalization,komite audit, dan 
kepemilikan institusional adalah tetap atau tidak berubah. 
4. Uji Hipotesis 
a. Pengujian Koefisien Secara Parsial (Ujit) 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi α = 0,05. Kriteria 
pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai 
signifikansi t (p-value) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang 
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 
mempengaruhi variabel dependen. 
Tabel 4.9 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1
1 
(Constant) .212 .025  8.345 .000 
Profitabilitas -.102 .074 -.124 -1.380 .173 
Thin Capitalization .030 .007 .298 4.039 .000 
Komite Audit -.001 .004 -.022 -.252 .802 
Kepemilikan 
Institusonal 
.100 .019 .570 5.201 .000 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
Berdasarkan tabel 4.9hasil uji koefisien regresi secara parsial (uji t) di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut: 





tingkat signifikansi sebesar 0,173>0,05,maka dapat disimpulkan 
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaranpajak. 
2. Thin Capitalization (X2) memiliki koefisien positif bernilai 0,030 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa thin capitalization berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
3. Komite Audit(X3) memiliki koefisien negatif bernilai – 0,001 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,802 > 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
4. Kepemilikan Institusional (X4) memiliki koefisien positif bernilai 
0,100 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
5. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R2) 
 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besarnya 
pengaruh dari seluruh variabel independen yang ada dan besarnya 
pengaruh yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan. 
Dalam penelitian ini terdapat koefisien determinasi (R2) dan koefisien 
determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R Square). Koefisien 
determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R Square) digunakan guna 
mengurangi kelemahan dari koefisien determinasi (R2) yang bias 
terhadap jumlah variabel bebas dan jumlah pengamatan yang 







Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .891a .795 .781 .01672 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
Tabel 4.10 menjelaskan mengenai nilai adjusted R square, berdasarkan 
hasil analisis tersebut diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,781 atau 
sama dengan 78,1%. Berarti kemampuan variabel independen dalam 
menjelasan varians dari variabel dependen adalah sebesar 78,1 %. Maka 
dari itu terdapat 21,9% (100% - 78,1% ) varians variabel lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan data dan hasil analisis statistik dan regresi linier berganda 
mengenai pengaruh profitabilitas, thin capitalization, komite audit, dan 
kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang 
terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode tahun 2016 – 
2018, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk menguji hipotesis pertama, yang menyatakan diduga profitabilitas 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak, diperoleh hasil yang 
menunjukkan profitabilitas (X1) memiliki koefisien negatif sebesar – 





pertama (H1) ditolak dan disimpulkan bahwa profitabilitas secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tentu 
bertentangan dengan pernyataan hipotesis yang pertama. 
 Profitabilitas merupakan suatu hal yang mencerminkan performa 
keuangan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan seberapa efektif dan 
efisien perusahaan terhadap pengelolaan aktiva rasio profitabilitas. Dengan 
melihat hasil rata-rata profitabilitas perusahaan,didapatkan nilai sebesar 
0,1242 atau sama dengan 12,4%, mengartikan bahwa efesiensi yang 
dikehendaki oleh manajemen perusahaan cukup rendah. Pada 
dasarnyasemakin besar nilai profit suatu perusahaan akan memberikan 
dampak yang baik bagi perusahaan tersebut. Namun, besar kecilnya 
profitabilitas akan mempengaruhi pembayaran pajak karena tarif pajak 
dihitung berdasarkan profit atau laba yang dihasilkan. Perusahaan yang 
memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya 
dengan jujur dari pada perusahaan dengan profitabilitas rendah pada 
umumnya kesulitan keuangan dan cenderung tidak patuh dengan 
pembayaran pajaknya.  
 Oleh karenanya perusahaan akan melakukan perencanaan pajak 
yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, dan 
kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Maka 
perusahaan yang meperoleh profit atau laba diasumsikan tidak melakukan 






  Penelitian ini sejalan dengan (Arianandini & Ramantha, 2018) 
yangmenyatakan profitabilitas  berpengaruh terhadap penghindaran  pajak 
karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan 
tindakan tax avoidance. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian (Olivia & Dwimulyani, 2019)dan (Rinaldi & Charoline, 2015) 
yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. Karena menurutnya semakin efisien perusahaan maka pajak yang 
dibayarkan lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi 
lebih rendah. 
2. Untuk menguji hipotesis kedua, yang menyatakan diduga Thin 
Capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil 
yang menunjukkan Thin Capitalization (X2) memiliki koefisien positif 
bernilai 0,030 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka 
hipotesis kedua (H2) diterima dan dapat disimpulkan thin capitalization 
secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Hasil ini didukung dengan pernyataan hipotesis kedua. 
 Arah hubungan adanya pengaruh dan signifikan antara thin 
capitalization terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar 
dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi nilai thin capitalization maka akan semakin tinggi tingkat 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, semakin 






 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa thin capitalization 
merupakan pembentukan struktur modal dengan kapasitas hutang yang 
lebih banyak. Dari hal ini mengakibatkan modal menjadi kecil. 
Mekanisme transaksi investasi syariah tidak boleh mengandung transaksi 
ribawi. Dalam kaitanya pada perusahaan ISSI,  penggunaan modal dengan 
hutang berbunga masih dilakukan meskipun ada pembatasan tidak 
melebihi 45 % dari total aset. 
 Perusahaan yang memiliki tingkat hutang berbunga yang tinggi 
maka akan menanggung beban bunga yang besar. Beban bunga akan 
mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung juga 
akan menurun. Sedangkan perusahaan yang pendanaanya kebanyakan dari 
modal atau ekuitas tidak mendapatkan insentif pajak, maka tidak terdapat 
pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga dapat diasumsikan jika 
perusahaan menambah hutang untuk mendapatkan intensif pajak yang 
besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik 
penghindaran pajak. 
   Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Razif & Vidamaya, 2017)dan (Andawiyah, Subeki, & Hakiki, 
2019)menunjukkan thin capitalization memiliki pengaruhterhadap 
penghindaran pajak. Karena menurutnya pada perusahaan ISSI masih 
menjadikan beban bunga dalam utang untuk tujuan penghindaran pajak  
selain itu perusahaan ISSI masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 





menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak. Menurutnya perbandingan hutang dan modal telah 
diatur dalam Undang-undang yaitu 4:1. Akibatnya peraturan ini 
memepengaruhi rasio hutang terhadap modal menjadi lebih 
rendah,sehingga menurunkan nilai penghindaran pajak. 
3. Untuk menguji hipotesis ketiga, yang menyatakan diduga komite audit 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil yang 
menunjukkan komite audit(X3) memiliki koefisien negatif bernilai – 0,001 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,802 > 0,05, maka hipotesis ketiga 
(H3) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa komite audit secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap penghindaranpajak. Hasil ini bertolak belakang 
dengan pernyataan  hipotesis ketiga.  
Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang mana suatu 
kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan 
terhadap manajemen suatu perusahaan. Komite audit harus independen 
dan bekerja secara professional dalam menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap manajemen. Perusahaan patuh secara layak pada undang-undang 
dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab komite audit di 
bidang tata kelola perusahaan.  
Namun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan 
komite audit dalam pelaksanaanya kurang didukung elemen lain yang 
berada di dalam perusahaan. Sehingga berdampak pada tidak berhasilnya 





sebab itu dapat diasumsikan dengan banyak atau sedikitnya komite audit 
di suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan praktik penghindaran 
pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik (Basuki, 2018)yang 
menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 
penghindaran pajak. Menurutnya komite audit dipengaruhi oleh pihak 
yang terafiliasi lebih dominan dan mampu mengendalikan, sehingga 
fungsi dan tanggung jawab komite audit menjadi tidak efektif dan efisien. 
Namun tidak sejalan dengan penelitian (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 
2018)menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif 
terhadap penghindaran pajak. Menurutnya komite audit adalah penunjang 
yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelopor 
pihak pengelola kepada pihak pemilik. Sehingga jumlah komite audit yang 
semakin banyak , maka semakin baik dalam pengawasan tax avoidance. 
4. Untuk menguji hipotesis keempat, yang menyatakan diduga kepemilikan 
instituisional berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil 
yang menunjukkan kepemilikan institusional (X3) memiliki koefisien 
positif bernilai 0,100 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 
maka hipotesis keempat (H4) diterima dan dapat disimpulkan bahwa 
kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh dan signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Hasil ini selaras dengan pernyataan hipotesis 
keempat.   





dapat berupa yayasan, perusahaan asuransi,perusahaan investasi,dana 
pensiun, perusahaan yang berbentuk perseroan (PT),dan institusi 
lainnya.Kepemilikan saham institusional di suatu perusahaan menguasai 
lebih besar dari 5 %. Adanya kepemilikan oleh institusional akan 
mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih 
maksimal. Mekanisme monitoring akan menjamin peningkatan 
kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas 
atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. 
Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan 
keputusan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh 
institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih 
efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer.  
   Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam 
mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan 
mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka 
memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya 
tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, 
maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.Sehingga  
diasumsikan bahwa perusahaan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan 
yang telah ditetapkan. 





hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. Menurutnya dengan adanya kepemilikan institusional akan 
mengawasi manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar 
mendapatkan laba yang optimal. Namun bertolak belakang dengan 
penelitian (Ningsih & Mildawati, 2017)dan (Ismi & Linda, 2016)yang 
menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak perusahaan. Karena menurunya semakin besar 
pengaruh pihak luar dalam perusahaan maka akan semakin sulit 
perusahaan untuk melakukan tax avoidance. 




















A. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi 
linear berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi pada penelitian 
mengenai determinan penghindaran pajak ini, maka ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan 
yang terdaftar dalam ISSI. Besar kecilnya profitabilitas akan 
mempengaruhi pembayaran pajak karena tarif pajak dihitung berdasarkan 
profit atau laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 
yang tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada 
perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung tidak patuh dan 
melakukan praktik penghindaran pajak. 
2. Thin Capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan 
yang terdaftar dalam ISSI. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang 
berbunga yang tinggi akan menanggung beban bunga yang besar. 
Sehingga dapat mengurangi laba perusahaan yang mempengaruhi 
pembayaran pajak. Sehingga dapat diasumsikan jika perusahaan 
menambah hutang untuk mendapatkan insentif pajak yang besar maka 
dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik 
penghindaran pajak. 





yang terdaftar dalam ISSI . Komite audit bersifat independen,bekerja 
secara professional dan cenderung netral. Oleh sebab itu dengan banyak 
atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak mempengaruhi 
tidaka praktik penghindaran pajak. 
4. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
perusahaan yang terdaftar dalam ISSI.Kepemilikan institusional di dalam 
perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan 
perusahaan tersebut. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka 
semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan maka kemungkinan praktik penghindaran pajak 
kecil.Diasumsikan bahwa perusahaan lebih patuh terhadap peraturan 
perpajakan yang telah ditetapkan. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan, maka saran dari penulis untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji yang menyatakan bahwa thin capitalization dan 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan ISSI sebaiknya bisa 
dipertahankan. Mengingat penghindaran pajak merupakan hal yang 
tidak baik dilakukan karena pendapatan pajak memiliki peranan yang 
sangat penting bagi aspek kehidupan berbangsa. 
2. Berdasarkan hasil uji yang menyatakan bahwa profitabilitas dan komite 





penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan 
yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk 
selanjutnya sebaiknya semua berperan dalam semua aspek perpajakan 
sehingga akan terciptanya pengawasan yang baik. Maka tidak 
merugikan negara dan performa perusahaan dapat terpelihara. 
3. Bagi perusahaan disarankan harus bijak dalam setiap tindakan dan 
keputusan mengenai semua hal,karena hal tersebut akan berpengaruh 
terhadap internal dan eksternal perusahaan. Dalam hal ini perusahaan 
semestinya mempunyai integritas yang tinggi untuk pemenuhan 
kewajiban pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku. Agar 
performa,reputasi dan kredibilitas perusahaan yang terdaftar dalam 
Indeks Syariah Indonesia (ISSI) terpelihara dengan baik. 
4. Bagi akademisi disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
memperluas sektor perusahaan agar hasil lebih akurat serta dapat 
menambah variabel lain seperti leverage, kepemilikan manajerial, nilai 
perusahaan dan lainnya yang mempengaruhi adanya praktik 
penghindara pajak perusahaan. Selain itu, akan menambah wawasan 
bagi akademisi. 
C. KETERBATASAN PENELITIAN 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka keterbatasan penelitian yang dapat 
disampaikan peneliti, sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu 3 tahun (tahun 2016 – 






2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pada sub sektor 
aneka industri dan sektor industri barang kosumsi saja yang terdapat dalam 
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, yaitu 
profitabilitas, thin capitalization, komite audit, dan kepemilikan 
institusional. Seharusnya masih banyak variabel lain yang terkait dengan 
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LAMPIRAN 1. DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN  
No Nama Perusahaan Kode Saham 
1 PT. Akasha Wira International Tbk. ADES 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 
5 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 
12 PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. SIDO 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 
16 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. TSPC 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KLBI 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 
25 PT. Kabelindo Murni Tbk. KBLM 
26 PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce 
Tbk. 
SCCO 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 
30 PT. Voksel Electric Tbk VOKS 










LAMPIRAN 2. DATA LAPORAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN 










Setelah Pajak / 
Total Aktiva 
1 ADES 2016 55,951,000,000 767,479,000,000 0.07290 
2 CEKA 2016 249,697,013,626 1,425,964,152,418 0.17511 
3 CINT 2016 20,619,309,858 399,336,626,636 0.05163 
4 DVLA 2016 152,083,400,000 1,531,365,558,000 0.09931 
5 ICBP 2016 3,631,301,000,000 28,901,948,000,000 0.12564 
6 INDF 2016 5,266,906,000,000 82,174,515,000,000 0.06409 
7 KAEF 2016 271,597,947,663 4,612,562,541,064 0.05888 
8 KDSI 2016 47,127,349,067 1,142,273,020,550 0.04126 
9 KLBF 2016 2,350,884,933,551 15,226,009,210,657 0.15440 
10 PYFA 2016 5,146,317,041 167,062,795,608 0.03080 
11 ROTI 2016 279,777,386,531 2,919,640,858,718 0.09583 
12 SIDO 2016 480,525,000,000 2,987,614,000,000 0.16084 
13 SKBM 2016 22,545,456,050 1,001,657,012,004 0.02251 
14 SKLT 2016 20,646,121,074 568,239,939,951 0.03633 
15 TCID 2016 162,059,597,347 2,185,101,038,101 0.07417 
16 TSPC 2016 545,493,536,262 6,585,807,349,438 0.08283 
17 ULTJ 2016 709,825,635,745 4,239,199,641,365 0.16744 
18 UNVR 2016 6,390,672,000,000 16,745,695,000,000 0.38163 
19 AUTO 2016 483,421,000,000 14,612,274,000,000 0.03308 
20 BATA 2016 42,231,663,000 804,742,917,000 0.05248 
21 BRAM 2016 300,598,365,360 3,990,895,472,600 0.07532 
22 INDS 2016 49,556,367,334 2,477,272,502,538 0.02000 
23 KBLI 2016 334,338,838,592 1,871,422,416,044 0.17865 
24 RICY 2016 16,558,562,698 1,288,683,925,066 0.01285 
25 KBLM 2016 21,245,022,916 639,091,366,917 0.03324 
26 SCCO 2016 340,593,630,534 2,449,935,491,586 0.13902 
27 SMSM 2016 502,192,000,000 2,254,740,000,000 0.22273 
28 STAR 2016 462,555,307 690,187,353,961 0.00067 
29 TRIS 2016 25,213,015,324 639,701,164,511 0.03941 
30 VOKS 2016 160,045,870,000 1,668,210,090,000 0.09594 
31 ADES 2017 38,242,000,000 840,236,000,000 0.04551 
32 CEKA 2017 107,420,886,839 1,392,636,444,501 0.07713 
33 CINT 2017 29,648,261,092 476,577,841,605 0.06221 





35 ICBP 2017 3,543,173,000,000 31,619,514,000,000 0.11206 
36 INDF 2017 5,154,063,000,000 87,939,488,000,000 0.05861 
37 KAEF 2017 331,707,917,461 6,096,148,972,533 0.05441 
38 KDSI 2017 68,965,208,549 1,328,291,727,616 0.05192 
39 KLBF 2017 2,453,251,410,604 16,616,239,416,335 0.14764 
40 PYFA 2017 7,127,402,168 159,563,931,041 0.04467 
41 ROTI 2017 135,364,021,139 4,559,573,709,411 0.02969 
42 SIDO 2017 533,799,000,000 3,158,198,000,000 0.16902 
43 SKBM 2017 25,880,464,791 1,623,027,475,045 0.01595 
44 SKLT 2017 22,970,715,348 636,284,210,210 0.03610 
45 TCID 2017 179,126,382,068 2,361,807,189,430 0.07584 
46 TSPC 2017 557,339,581,996 7,434,900,309,021 0.07496 
47 ULTJ 2017 718,402,000,000 5,175,896,000,000 0.13880 
48 UNVR 2017 7,004,562,000,000 18,906,413,000,000 0.37049 
49 AUTO 2017 547,781,000,000 14,762,309,000,000 0.03711 
50 BATA 2017 53,654,376,000 855,691,231,000 0.06270 
51 BRAM 2017 332,698,867,434 4,123,317,263,292 0.08069 
52 INDS 2017 113,639,539,901 2,434,617,337,849 0.04668 
53 KBLI 2017 358,974,051,474 3,013,760,616,985 0.11911 
54 RICY 2017 16,558,562,699 1,371,570,948,138 0.01207 
55 KBLM 2017 43,994,949,645 1,235,198,847,468 0.03562 
56 SCCO 2017 269,730,298,809 4,014,244,589,706 0.06719 
57 SMSM 2017 555,388,000,000 2,443,341,000,000 0.22731 
58 STAR 2017 594,726,798 614,705,038,056 0.00097 
59 TRIS 2017 14,198,889,550 544,968,319,987 0.02605 
60 VOKS 2017 166,204,959,339 2,110,166,496,595 0.07876 
61 ADES 2018 52,958,000,000 881,725,000,000 0.06006 
62 CEKA 2018 96,649,656,775 1,168,956,042,706 0.08268 
63 CINT 2018 136,554,152,161 491,382,035,136 0.27790 
64 DVLA 2018 200,651,968,000 1,682,821,739,000 0.11924 
65 ICBP 2018 4,658,781,000,000 34,367,153,000,000 0.13556 
66 INDF 2018 4,961,851,000,000 96,537,796,000,000 0.05140 
67 KAEF 2018 401,792,808,948 9,460,427,317,681 0.04247 
68 KDSI 2018 76,761,902,211 1,391,416,464,512 0.05517 
69 KLBF 2018 2,497,261,964,757 18,146,206,145,369 0.13762 
70 PYFA 2018 8,447,447,988 187,057,163,854 0.04516 
71 ROTI 2018 127,171,436,363 43,938,410,380,883 0.00289 
72 SIDO 2018 663,849,000,000 3,337,628,000,000 0.19890 
73 SKBM 2018 20,045,319,385 1,771,365,972,009 0.01132 
74 SKLT 2018 20,298,194,933 721,369,232,790 0.02814 





76 TSPC 2018 540,378,145,887 2,437,126,989,832 0.22173 
77 ULTJ 2018 701,607,000,000 780,915,000,000 0.89844 
78 UNVR 2018 9,109,445,000,000 11,944,837,000,000 0.76263 
79 AUTO 2018 27,372,000,000,000 170,348,000,000,000 0.16068 
80 BATA 2018 67,944,867,000 240,048,866,000 0.28305 
81 BRAM 2018 279,475,192,150 4,274,977,459,614 0.06537 
82 INDS 2018 110,686,883,366 248,337,567,967 0.44571 
83 KBLI 2018 235,651,063,203 1,213,840,888,147 0.19414 
84 RICY 2018 18,480,376,458 1,094,692,568,786 0.01688 
85 KBLM 2018 40,675,096,628 476,887,194,322 0.08529 
86 SCCO 2018 253,995,332,656 4,165,196,478,857 0.06098 
87 SMSM 2018 633,550,000,000 650,926,000,000 0.97331 
88 STAR 2018 173,591,040 124,601,429,706 0.00139 
89 TRIS 2018 19,665,074,694 276,789,437,347 0.07105 










































Debt / Rata-Rata 
Hutang Berbunga 
SHDA =( Rata-
Rata Total Aktiva 
- Hutang Tidak 







1 ADES 2016 
                
767,479,000,000  
            
199,505,000,000  
              
141,798,000,000  
             
99,752,500,000  
               
108,873,675,000  0.91622 
2 CEKA 2016 1,425,964,152,418  
            
309,700,000,000  
              
158,200,545,910  
           
154,850,000,000  
               
249,651,688,635  0.62026 
3 CINT 2016 
                
399,336,626,636  
              
11,614,302,754  
                
47,229,558,778  
                
5,807,151,377  
                 
68,597,439,543  0.08466 
4 DVLA 2016 1,531,365,558,000       48,552,321,795  
                
71,051,677,000  
             
24,276,160,898  
               
312,583,995,900  0.07766 
5 ICBP 2016 28,901,948,000,000  
        
2,029,842,000,000  
          
3,386,574,000,000  
       
1,014,921,000,000  
           
4,978,980,000,000  0.20384 
6 INDF 2016 82,174,515,000,000  
      
18,413,778,000,000  
        
10,150,773,000,000  
       
9,206,889,000,000  
         
13,921,418,025,000  0.66135 
7 KAEF 2016 4,612,562,541,064  
            
822,398,299,225  
              
930,512,215,657  
           
411,199,149,613  
               
619,096,074,694  0.66419 
8 KDSI 2016 1,142,273,020,550  
            
327,896,164,936  
              
302,961,956,529  
           
163,948,082,468  
               
120,678,549,186  1.35855 
9 KLBF 2016 15,226,009,210,657  
            
283,109,592,227  
          
1,769,288,723,404  
           
141,554,796,114  
           
2,629,672,146,866  0.05383 
10 PYFA 2016 
                
167,062,795,608  
              
23,656,234,982  
                
10,153,190,478  
             
11,828,117,491  
                 





11 ROTI 2016 
            
2,919,640,858,718  
            
995,987,913,319  
              
747,120,780,020  
           
497,993,956,660  
               
320,714,842,203  1.55276 
12 SIDO 2016 
            
2,987,614,000,000  
            
121,450,323,600  
              
211,032,000,000  
             
60,725,161,800  
               
577,248,750,000  0.10520 
13 SKBM 2016 
            
1,001,657,012,004  
            
243,221,137,226  
              
211,717,555,646  
           
121,610,568,613  
               
130,099,927,660  0.93475 
14 SKLT 2016 
                
568,239,939,951  
            
158,508,956,117  
                
74,754,920,428  
             
79,254,478,059  
                 
94,214,272,296  0.84122 
15 TCID 2016 
            
2,185,101,038,101  
              
85,795,150,889  
              
120,411,490,052  
             
42,897,575,445  
               
437,462,563,049  0.09806 
16 TSPC 2016 
            
6,585,807,349,438  
            
192,277,146,546  
          
1,229,262,727,843  
             
96,138,573,273  
               
928,638,426,094  0.10353 
17 ULTJ 2016 
            
4,239,199,641,365  
              
97,968,140,150  
              
469,498,758,627  
             
48,984,070,075  
               
742,545,477,925  0.06597 
18 UNVR 2016 
          
16,745,695,000,000  
        
2,392,970,000,000  
          
6,680,700,000,000  
       
1,196,485,000,000  
               
761,466,375,000  1.57129 
19 AUTO 2016 
          
14,612,274,000,000  
        
1,004,902,000,000  
          
1,833,841,000,000  
           
502,451,000,000  
           
2,462,533,200,000  0.20404 
20 BATA 2016 
                
804,742,917,000  
                 
8,390,000,000  
              
127,849,129,000  
                
4,195,000,000  
               
123,535,048,275  0.03396 
21 BRAM 2016 
            
3,990,895,472,600  
            
544,485,130,560  
              
598,640,680,080  
           
272,242,565,280  
               
628,563,175,299  0.43312 
22 INDS 2016 
            
2,477,272,502,538  
            
274,118,343,689  
                
79,684,358,863  
           
137,059,171,845  
               
521,528,351,583  0.26280 
23 KBLI 2016 
            
1,871,422,416,044  
              
55,580,794,618  
              
244,447,745,680  
             
27,790,397,309  
               
311,068,558,054  0.08934 
24 RICY 2016 
            
1,288,683,925,066  
            
677,190,984,461  
              
138,299,751,176  
           
338,595,492,231  
               





25 KBLM 2016 
                
639,091,366,917  
              
59,300,000,000  
              
237,298,153,043  
             
29,650,000,000  
                 
37,011,388,687  0.80110 
26 SCCO 2016 
            
2,449,935,491,586  
            
601,496,555,277  
              
583,103,297,614  
           
300,748,277,639  
               
288,839,001,681  1.04123 
27 SMSM 2016 
            
2,254,740,000,000  
            
157,155,000,000  
              
311,290,000,000  
             
78,577,500,000  
               
367,236,000,000  0.21397 
28 STAR 2016 
                
690,187,353,961  
            
191,201,798,938  
                   
1,306,037,376  
             
95,600,899,469  
               
154,704,437,822  0.61796 
29 TRIS 2016 
                
639,701,164,511  
            
203,970,074,496  
                
66,751,567,680  
           
101,985,037,248  
               
113,894,556,559  0.89543 
30 VOKS 2016 
            
1,668,210,090,000  
            
415,297,000,000  
              
583,870,000,000  
           
207,648,500,000  
               
112,605,770,250  1.84403 
31 ADES 2017 
                
840,236,000,000  
            
201,401,000,000  
              
165,761,000,000  
           
100,700,500,000  
               
114,460,650,000  0.87978 
32 CEKA 2017 
            
1,392,636,444,501  
                 
6,958,573,608  
              
154,208,842,885  
                
3,479,286,804  
               
243,949,220,714  0.01426 
33 CINT 2017 
                
476,577,841,605  
              
30,002,133,068  
                
45,226,153,341  
             
15,001,066,534  
                 
86,878,245,358  0.17267 
34 DVLA 2017 
            
1,640,886,147,000  
              
47,500,867,908  
                
93,254,133,000  
             
23,750,433,954  
               
327,235,023,225  0.07258 
35 ICBP 2017 
          
31,619,514,000,000  
        
2,352,400,000,000  
          
3,736,460,000,000  
       
1,176,200,000,000  
           
5,432,983,650,000  0.21649 
36 INDF 2017 
          
87,939,488,000,000  
      
20,328,819,000,000  
        
10,201,625,000,000  
     
10,164,409,500,000  
         
15,195,653,550,000  0.66890 
37 KAEF 2017 
            
6,096,148,972,533  
        
2,019,508,646,322  
              
938,625,905,352  
       
1,009,754,323,161  
               
949,251,861,412  1.06374 
38 KDSI 2017 
            
1,328,291,727,616  
            
503,358,319,215  
              
250,135,894,695  
           
251,679,159,608  
               





39 KLBF 2017 
          
16,616,239,416,335  
            
318,991,900,299  
          
1,741,716,270,110  
           
159,495,950,150  
           
2,954,881,547,126  0.05398 
40 PYFA 2017 
                
159,563,931,041  
              
24,521,398,415  
                
14,029,393,407  
             
12,260,699,208  
                 
29,588,657,451  0.41437 
41 ROTI 2017 
            
4,559,573,709,411  
        
1,116,985,845,337  
              
270,122,195,852  
           
558,492,922,669  
               
904,349,096,484  0.61756 
42 SIDO 2017 
            
3,158,198,000,000  
              
30,450,228,651  
              
169,635,000,000  
             
15,225,114,326  
               
634,258,800,000  0.02400 
43 SKBM 2017 
            
1,623,027,475,045  
              
40,987,929,269  
              
161,798,743,011  
             
20,493,964,635  
               
292,371,747,530  0.07010 
44 SKLT 2017 
                
636,284,210,210  
            
119,763,097,299  
                
79,308,945,114  
             
59,881,548,650  
               
107,474,921,996  0.55717 
45 TCID 2017 
            
2,361,807,189,430  
            
129,350,446,800  
              
259,806,845,843  
             
64,675,223,400  
               
414,493,536,992  0.15603 
46 TSPC 2017 
            
7,434,900,309,021  
            
296,605,238,896  
          
1,335,508,570,530  
           
148,302,619,448  
           
1,071,873,712,791  0.13836 
47 ULTJ 2017 
            
5,175,896,000,000  
            
122,124,000,000  
              
572,790,000,000  
             
61,062,000,000  
               
906,821,100,000  0.06734 
48 UNVR 2017 
          
18,906,413,000,000  
        
3,450,000,000,000  
          
6,646,783,000,000  
       
1,725,000,000,000  
           
1,262,890,575,000  1.36591 
49 AUTO 2017 
          
14,762,309,000,000  
            
726,973,000,000  
          
1,967,827,000,000  
           
363,486,500,000  
           
2,435,997,375,000  0.14921 
50 BATA 2017 
                
855,691,231,000  
                 
5,000,000,000  
              
152,778,922,000  
                
2,500,000,000  
               
123,780,012,075  0.02020 
51 BRAM 2017 
            
4,123,317,263,292  
            
454,310,631,714  
              
523,270,734,360  
           
227,155,315,857  
               
692,274,553,779  0.32813 
52 INDS 2017 
            
2,434,617,337,849  
              
78,770,204,906  
              
133,677,878,813  
             
39,385,102,453  
               





53 KBLI 2017 
            
3,013,760,616,985  
            
216,804,293,871  
              
645,868,747,650  
           
108,402,146,936  
               
387,455,202,379  0.27978 
54 RICY 2017 
            
1,371,570,948,138  
            
591,386,892,358  
              
296,667,915,565  
           
295,693,446,179  
               
175,102,901,327  1.68868 
55 KBLM 2017 
            
1,235,198,847,468  
            
130,000,000,000  
              
294,558,594,505  
             
65,000,000,000  
               
145,368,373,153  0.44714 
56 SCCO 2017 
            
4,014,244,589,706  
            
603,309,057,518  
              
540,879,296,463  
           
301,654,528,759  
               
659,809,349,276  0.45718 
57 SMSM 2017 
            
2,443,341,000,000  
            
105,928,000,000  
              
259,278,000,000  
             
52,964,000,000  
               
433,076,625,000  0.12230 
58 STAR 2017 
                
614,705,038,056  
            
114,561,880,000  
                   
1,111,726,729  
             
57,280,940,000  
               
137,808,356,535  0.41566 
59 TRIS 2017 
                
544,968,319,987  
            
132,133,094,754  
                
45,619,645,402  
             
66,066,547,377  
               
102,089,031,566  0.64715 
60 VOKS 2017 
            
2,110,166,496,595  
            
484,114,846,521  
              
690,636,475,974  
           
242,057,423,261  
               
164,001,047,546  1.47595 
61 ADES 2018 
                
881,725,000,000  
            
171,204,000,000  
              
172,596,000,000  
             
85,602,000,000  
               
120,719,925,000  0.70910 
62 CEKA 2018 
            
1,168,956,042,706  
                 
9,543,521,202  
              
106,468,989,043  
                
4,771,760,601  
               
215,104,064,540  0.02218 
63 CINT 2018 
                
491,382,035,136  
              
30,509,662,651  
                
60,747,638,371  
             
15,254,831,326  
                 
83,224,520,639  0.18330 
64 DVLA 2018 
            
1,682,821,739,000  
              
79,545,300,621  
              
127,327,461,000  
             
39,772,650,311  
               
321,337,533,825  0.12377 
65 ICBP 2018 
          
34,367,153,000,000  
        
2,058,005,000,000  
          
3,913,310,000,000  
       
1,029,002,500,000  
           
5,971,619,925,000  0.17232 
66 INDF 2018 
          
96,537,796,000,000  
      
25,551,238,000,000  
        
10,403,216,000,000  
     
12,775,619,000,000  
         





67 KAEF 2018 
            
9,460,427,317,681  
        
4,039,628,189,962  
          
1,245,803,423,712  
       
2,019,814,094,981  
           
1,567,984,605,808  1.28816 
68 KDSI 2018 
            
1,391,416,464,512  
            
485,917,876,564  
              
267,080,928,304  
           
242,958,938,282  
               
192,882,286,778  1.25962 
69 KLBF 2018 
          
18,146,206,145,369  
            
357,407,687,713  
          
1,901,381,547,495  
           
178,703,843,857  
           
3,227,274,686,335  0.05537 
70 PYFA 2018 
                
187,057,163,854  
              
10,267,014,042  
                
11,864,688,873  
                
5,133,507,021  
                 
36,748,751,874  0.13969 
71 ROTI 2018 
          
43,938,410,380,883  
            
747,120,780,020  
              
421,579,355,913  
           
373,560,390,010  
           
9,696,431,625,538  0.03853 
72 SIDO 2018 
            
3,337,628,000,000  
            
165,770,458,920  
              
295,984,000,000  
             
82,885,229,460  
               
617,773,500,000  0.13417 
73 SKBM 2018 
            
1,771,365,972,009  
            
194,687,753,745  
              
136,132,813,872  
             
97,343,876,873  
               
337,297,577,460  0.28860 
74 SKLT 2018 
                
721,369,232,790  
            
192,443,873,602  
              
116,941,616,295  
             
96,221,936,801  
               
109,684,350,045  0.87726 
75 TCID 2018 
                
472,680,346,662  
              
17,045,832,410  
              
131,533,842,787  
                
8,522,916,205  
                 
47,162,848,745  0.18071 
76 TSPC 2018 
            
2,437,126,989,832  
            
489,568,485,377  
          
1,444,753,245,754  
           
244,784,242,689  
            
(101,785,387,877) 2.40491 
77 ULTJ 2018 
                
780,915,000,000  
            
139,413,000,000  
              
307,734,000,000  
             
69,706,500,000  
                 
37,225,575,000  1.87254 
78 UNVR 2018 
          
11,944,837,000,000  
            
460,000,000,000  
          
7,695,606,000,000  
           
230,000,000,000  
            
(775,434,375,000) 0.29661 
79 AUTO 2018 
       
170,348,000,000,000  
            
834,532,000,000  
          
2,426,701,000,000  
           
417,266,000,000  
         
37,236,284,550,000  0.01121 
80 BATA 2018 
                
240,048,866,000  
              
20,000,000,000  
              
106,584,605,000  
             
10,000,000,000  
                   





81 BRAM 2018 
            
4,274,977,459,614  
            
321,542,366,829  
              
561,355,780,125  
           
160,771,183,415  
               
709,259,827,357  0.22667 
82 INDS 2018 
                
248,337,567,967  
              
62,815,162,354  
              
140,368,512,720  
             
31,407,581,177  
                 
(7,289,877,931) 4.30838 
83 KBLI 2018 
            
1,213,840,888,147  
            
174,631,601,683  
              
728,840,262,433  
             
87,315,800,842  
               
(54,863,918,262) 1.59150 
84 RICY 2018 
            
1,094,692,568,786  
            
611,131,059,051  
              
432,829,660,208  
           
305,565,529,526  
                 
51,532,480,883  5.92957 
85 KBLM 2018 
                
476,887,194,322  
              
30,000,000,000  
              
424,927,842,817  
             
15,000,000,000  
               
(83,917,910,545) 0.17875 
86 SCCO 2018 
            
4,165,196,478,857  
            
450,690,941,193  
              
719,078,928,677  
           
225,345,470,597  
               
613,583,689,838  0.36726 
87 SMSM 2018 
            
1,650,926,000,000  
              
89,781,000,000  
              
325,797,000,000  
             
44,890,500,000  
               
224,849,700,000  0.19965 
88 STAR 2018 
                
124,601,429,706  
            
114,561,880,000  
              
897,832,345,000  
             
57,280,940,000  
            
(375,989,233,566) 0.15235 
89 TRIS 2018 
                
276,789,437,347  
            
182,085,443,944  
                
78,391,919,171  
             
91,042,721,972  
                 
27,001,259,776  3.37180 
90 VOKS 2018 
          
11,562,752,955,234  
            
981,454,745,205  
              
751,642,475,575  
           
490,727,372,603  
           













1 ADES 2016 3 
2 CEKA 2016 3 
3 CINT 2016 3 
4 DVLA 2016 3 
5 ICBP 2016 3 
6 INDF 2016 3 
7 KAEF 2016 4 
8 KDSI 2016 3 
9 KLBF 2016 3 
10 PYFA 2016 4 
11 ROTI 2016 3 
12 SIDO 2016 3 
13 SKBM 2016 3 
14 SKLT 2016 3 
15 TCID 2016 4 
16 TSPC 2016 3 
17 ULTJ 2016 3 
18 UNVR 2016 5 
19 AUTO 2016 3 
20 BATA 2016 3 
21 BRAM 2016 3 
22 INDS 2016 3 
23 KBLI 2016 3 
24 RICY 2016 3 
25 KBLM 2016 3 
26 SCCO 2016 3 
27 SMSM 2016 3 
28 STAR 2016 3 
29 TRIS 2016 3 
30 VOKS 2016 3 
31 ADES 2017 3 
32 CEKA 2017 3 
33 CINT 2017 3 
34 DVLA 2017 3 





36 INDF 2017 3 
37 KAEF 2017 4 
38 KDSI 2017 3 
39 KLBF 2017 3 
40 PYFA 2017 4 
41 ROTI 2017 3 
42 SIDO 2017 3 
43 SKBM 2017 3 
44 SKLT 2017 3 
45 TCID 2017 3 
46 TSPC 2017 3 
47 ULTJ 2017 3 
48 UNVR 2017 3 
49 AUTO 2017 3 
50 BATA 2017 3 
51 BRAM 2017 3 
52 INDS 2017 3 
53 KBLI 2017 3 
54 RICY 2017 3 
55 KBLM 2017 3 
56 SCCO 2017 3 
57 SMSM 2017 3 
58 STAR 2017 3 
59 TRIS 2017 3 
60 VOKS 2017 3 
61 ADES 2018 3 
62 CEKA 2018 3 
63 CINT 2018 3 
64 DVLA 2018 3 
65 ICBP 2018 3 
66 INDF 2018 3 
67 KAEF 2018 4 
68 KDSI 2018 3 
69 KLBF 2018 3 
70 PYFA 2018 4 
71 ROTI 2018 3 
72 SIDO 2018 3 
73 SKBM 2018 3 
74 SKLT 2018 3 
75 TCID 2018 3 





77 ULTJ 2018 3 
78 UNVR 2018 3 
79 AUTO 2018 3 
80 BATA 2018 3 
81 INDS 2018 3 
82 BRAM 2018 3 
83 KBLI 2018 3 
84 RICY 2018 3 
85 KBLM 2018 3 
86 SCCO 2018 3 
87 SMSM 2018 3 
88 STAR 2018 3 
89 TRIS 2018 4 





















































1 ADES 2016 539,896,713 589,896,800 0.91524 
2 CEKA 2016 547,471,000 595,000,000 0.92012 
3 CINT 2016 696,500,000 1,000,000,000 0.69650 
4 DVLA 2016 1,031,800,912 1,120,000,000 0.92125 
5 ICBP 2016 2,270,230,000 11,661,908,000 0.19467 
6 INDF 2016 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067 
7 KAEF 2016 5,000,000,000 5,554,000,000 0.90025 
8 KDSI 2016 306,488,500 405,000,000 0.75676 
9 KLBF 2016 26,506,713,385 46,875,122,110 0.56548 
10 PYFA 2016 288,140,580 535,080,000 0.53850 
11 ROTI 2016 3,511,923,500 5,061,800,000 0.69381 
12 SIDO 2016 250,000,000 15,000,000,000 0.01667 
13 SKBM 2016 755,074,606 1,726,003,217 0.43747 
14 SKLT 2016 580,615,000 690,740,500 0.84057 
15 TCID 2016 26,015,278 201,066,667 0.12939 
16 TSPC 2016 3,517,335,218 4,500,000,000 0.78163 
17 ULTJ 2016 1,285,697,026 11,553,528,000 0.11128 
18 UNVR 2016 1,120,000,000 7,630,000,000 0.14679 
19 AUTO 2016 3,855,786,337 4,819,733,000 0.80000 
20 BATA 2016 1,132,413,500 1,300,000,000 0.87109 
21 BRAM 2016 25,231,500 450,000,000 0.05607 
22 INDS 2016 578,210,207 656,249,710 0.88108 
23 KBLI 2016 2,345,034,899 4,007,235,170 0.58520 
24 RICY 2016 224,192,100 641,717,510 0.34936 
25 KBLM 2016 916,977,900 1,120,000,000 0.81873 
26 SCCO 2016 146,275,640 205,583,400 0.71151 
27 SMSM 2016 3,347,263,708 5,758,675,440 0.58126 
28 STAR 2016 2,312,925,000 4,800,000,602 0.48186 
29 TRIS 2016 700,000,000 1,045,531,525 0.66952 
30 VOKS 2016 2,649,910,210 4,155,602,595 0.63767 
31 ADES 2017 539,896,713 589,896,800 0.91524 





33 CINT 2017 678,400,000 1,000,000,000 0.67840 
34 DVLA 2017 1,031,800,912 1,120,000,000 0.92125 
35 ICBP 2017 2,270,230,000 11,661,908,000 0.19467 
36 INDF 2017 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067 
37 KAEF 2017 247,201,600 5,554,000,000 0.04451 
38 KDSI 2017 317,691,000 405,000,000 0.78442 
39 KLBF 2017 26,614,076,385 46,875,122,110 0.56777 
40 PYFA 2017 288,140,580 535,080,000 0.53850 
41 ROTI 2017 4,348,028,207 6,186,488,888 0.70283 
42 SIDO 2017 12,150,000,000 15,000,000,000 0.81000 
43 SKBM 2017 1,323,097,448 1,726,003,217 0.76657 
44 SKLT 2017 580,615,000 690,740,500 0.84057 
45 TCID 2017 26,109,011 201,066,667 0.12985 
46 TSPC 2017 3,551,607,218 4,500,000,000 0.78925 
47 ULTJ 2017 4,258,588,260 11,553,528,000 0.36860 
48 UNVR 2017 1,120,000,000 7,630,000,000 0.14679 
49 AUTO 2017 3,855,786,337 4,819,733,000 0.80000 
50 BATA 2017 1,132,413,500 1,300,000,000 0.87109 
51 BRAM 2017 25,231,500 450,000,000 0.05607 
52 INDS 2017 578,210,207 656,249,710 0.88108 
53 KBLI 2017 2,206,626,999 4,007,235,107 0.55066 
54 RICY 2017 308,287,600 641,717,510 0.48041 
55 KBLM 2017 916,977,900 1,120,000,000 0.81873 
56 SCCO 2017 146,275,640 205,583,400 0.71151 
57 SMSM 2017 3,347,263,708 5,758,675,440 0.58126 
58 STAR 2017 1,957,425,000 4,800,000,602 0.40780 
59 TRIS 2017 700,000,000 1,047,587,802 0.66820 
60 VOKS 2017 2,649,910,210 4,155,602,595 0.63767 
61 ADES 2018 539,896,713 589,896,800 0.91524 
62 CEKA 2018 547,471,000 595,000,000 0.92012 
63 CINT 2018 718,990,500 1,000,000,000 0.71899 
64 DVLA 2018 1,031,800,912 1,120,000,000 0.92125 
65 ICBP 2018 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533 
66 INDF 2018 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067 
67 KAEF 2018 247,701,600 5,554,000,000 0.04460 
68 KDSI 2018 317,691,000 405,000,000 0.78442 
69 KLBF 2018 26,702,656,085 46,875,122,110 0.56966 
70 PYFA 2018 288,119,874 535,080,000 0.53846 
71 ROTI 2018 4,523,028,207 6,186,488,888 0.73111 
72 SIDO 2018 12,150,000,000 15,000,000,000 0.81000 





74 SKLT 2018 675,095,800 690,740,500 0.97735 
75 TCID 2018 26,118,644 201,066,667 0.12990 
76 TSPC 2018 3,835,523,318 4,500,000,000 0.85234 
77 ULTJ 2018 4,193,338,260 11,553,528,000 0.36295 
78 UNVR 2018 1,120,000,000 7,630,000,000 0.14679 
79 AUTO 2018 20,288,255,040 40,483,553,140 0.50115 
80 BATA 2018 1,132,413,500 1,300,000,000 0.87109 
81 BRAM 2018 35,231,500 450,000,000 0.07829 
82 INDS 2018 578,210,207 656,249,710 0.88108 
83 KBLI 2018 2,524,018,303 4,007,235,107 0.62987 
84 RICY 2018 308,287,600 641,717,510 0.48041 
85 KBLM 2018 916,977,900 1,120,000,000 0.81873 
86 SCCO 2018 146,275,640 205,583,400 0.71151 
87 SMSM 2018 3,347,263,708 5,758,675,440 0.58126 
88 STAR 2018 1,957,425,000 4,800,000,602 0.40780 
89 TRIS 2018 788,136,400 1,047,587,802 0.75233 










































Avoidance  = 
Pembayaran 
Pajak / Laba 
Sebelum 
Pajak 
1 ADES 2016 5,685,000,000 61,636,000,000 0.09224 
2 CEKA 2016 36,130,823,829 285,827,837,455 0.12641 
3 CINT 2016 7,553,603,434 28,172,913,292 0.26812 
4 DVLA 2016 62,336,656,000 214,417,056,000 0.29073 
5 ICBP 2016 1,357,953,000,000 4,989,254,000,000 0.27218 
6 INDF 2016 2,532,747,000,000 7,385,228,000,000 0.34295 
7 KAEF 2016 111,427,977,007 383,025,924,670 0.29091 
8 KDSI 2016 16,570,567,066 63,697,916,133 0.26014 
9 KLBF 2016 740,303,526,679 3,091,188,460,230 0.23949 
10 PYFA 2016 1,907,090,128 7,053,407,169 0.27038 
11 ROTI 2016 89,639,472,867 369,416,841,698 0.24265 
12 SIDO 2016 148,557,000,000 629,082,000,000 0.23615 
13 SKBM 2016 8,264,494,258 30,809,950,308 0.26824 
14 SKLT 2016 4,520,085,462 25,166,206,536 0.17961 
15 TCID 2016 59,416,261,296 221,475,857,643 0.26827 
16 TSPC 2016 173,464,664,107 718,958,200,369 0.24127 
17 ULTJ 2016 222,657,146,910 932,482,782,652 0.23878 
18 UNVR 2016 2,181,213,000,000 8,571,885,000,000 0.25446 
19 AUTO 2016 165,486,000,000 648,907,000,000 0.25502 
20 BATA 2016 23,070,359,000 65,302,022,000 0.35329 
21 BRAM 2016 117,789,210,560 418,387,575,920 0.28153 
22 INDS 2016 10,583,748,495 60,140,115,829 0.17598 
23 KBLI 2016 51,790,904,893 386,129,743,485 0.13413 
24 RICY 2016 9,250,283,886 25,808,846,585 0.35842 
25 KBLM 2016 14,689,067,757 34,528,844,006 0.42541 
26 SCCO 2016 99,008,469,812 439,602,100,346 0.22522 
27 SMSM 2016 156,016,000,000 658,208,000,000 0.23703 
28 STAR 2016 5,466,959,514 5,929,514,821 0.92199 
29 TRIS 2016 22,734,275,933 47,947,291,257 0.47415 
30 VOKS 2016 963,600,000 224,343,820,000 0.00430 
31 ADES 2017 12,853,000,000 51,095,000,000 0.25155 





33 CINT 2017 8,670,611,306 38,318,872,398 0.22628 
34 DVLA 2017 63,898,628,000 226,147,992,100 0.28255 
35 ICBP 2017 1,663,388,000,000 5,206,561,000,000 0.31948 
36 INDF 2017 2,513,491,000,000 7,658,554,000,000 0.32819 
37 KAEF 2017 118,001,844,961 449,709,762,422 0.26240 
38 KDSI 2017 24,397,862,353 93,363,070,902 0.26132 
39 KLBF 2017 787,935,315,388 3,241,186,725,992 0.24310 
40 PYFA 2017 2,471,878,605 9,599,280,773 0.25751 
41 ROTI 2017 50,783,313,391 186,147,334,530 0.27281 
42 SIDO 2017 148,090,000,000 681,889,000,000 0.21718 
43 SKBM 2017 6,629,186,369 31,761,022,154 0.20872 
44 SKLT 2017 4,399,850,008 27,370,565,356 0.16075 
45 TCID 2017 63,956,663,719 243,083,045,787 0.26311 
46 TSPC 2017 186,750,680,877 744,090,262,873 0.25098 
47 ULTJ 2017 316,790,000,000 1,035,192,000,000 0.30602 
48 UNVR 2017 2,367,099,000,000 9,371,661,000,000 0.25258 
49 AUTO 2017 164,155,000,000 711,936,000,000 0.23058 
50 BATA 2017 25,869,803,000 79,524,179,000 0.32531 
51 BRAM 2017 128,669,461,962 461,368,329,396 0.27889 
52 INDS 2017 46,701,314,660 160,340,854,561 0.29126 
53 KBLI 2017 69,910,827,751 428,884,879,225 0.16301 
54 RICY 2017 9,250,283,886 25,808,846,585 0.35842 
55 KBLM 2017 553,314,951 44,548,264,596 0.01242 
56 SCCO 2017 75,500,057,785 345,230,356,594 0.21869 
57 SMSM 2017 165,250,000,000 720,638,000,000 0.22931 
58 STAR 2017 4,163,674,800 4,758,401,598 0.87502 
59 TRIS 2017 7,635,098,236 21,833,987,786 0.34969 
60 VOKS 2017 64,037,702,240 230,242,661,579 0.27813 
61 ADES 2018 17,102,000,000 70,060,000,000 0.24411 
62 CEKA 2018 30,745,155,854 123,394,812,359 0.24916 
63 CINT 2018 8,535,926,795 22,090,078,956 0.38641 
64 DVLA 2018 72,191,936,000 272,843,904,000 0.26459 
65 ICBP 2018 1,788,004,000,000 6,446,785,000,000 0.27735 
66 INDF 2018 2,485,115,000,000 7,446,966,000,000 0.33371 
67 KAEF 2018 175,933,518,561 577,726,327,511 0.30453 
68 KDSI 2018 27,193,843,703 103,955,745,914 0.26159 
69 KLBF 2018 809,137,704,264 3,306,399,669,021 0.24472 
70 PYFA 2018 2,869,815,788 11,317,263,776 0.25358 
71 ROTI 2018 59,764,888,552 186,936,324,915 0.31971 
72 SIDO 2018 203,988,000,000 867,837,000,000 0.23505 





74 SKLT 2018 5,145,640,302 25,443,835,235 0.20224 
75 TCID 2018 61,576,511,908 234,625,954,664 0.26245 
76 TSPC 2018 1,487,322,033,018 727,700,178,905 2.04387 
77 ULTJ 2018 247,411,000,000 948,018,000,000 0.26098 
78 UNVR 2018 3,076,319,000,000 12,185,764,000,000 0.25245 
79 AUTO 2018 7,623,000,000,000 3,499,500,000,000 2.17831 
80 BATA 2018 24,933,238,000 92,878,105,000 0.26845 
81 BRAM 2018 111,344,867,696 390,820,059,846 0.28490 
82 INDS 2018 37,295,885,405 147,982,768,771 0.25203 
83 KBLI 2018 73,326,145,035 308,977,208,238 0.23732 
84 RICY 2018 11,361,489,897 29,841,866,355 0.38072 
85 KBLM 2018 23,833,338,586 64,508,435,214 0.36946 
86 SCCO 2018 89,029,251,172 343,024,582,828 0.25954 
87 SMSM 2018 194,731,000,000 826,281,000,000 0.23567 
88 STAR 2018 5,856,185,860 6,029,776,900 0.97121 
89 TRIS 2018 4,640,547,008 24,305,621,702 0.19092 
































LAMPIRAN 3. HASIL PERHITUNGAN VARIABEL 
1. Data Profitabilitas setelah diolah 




2016 2017 2018 
1 PT.Akasha Wira International Tbk. ADES 0.07 0.05 0.06 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 0.18 0.08 0.08 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 0.05 0.06 0.28 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 0.10 0.10 0.12 
5 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
INDF 0.13 0.11 0.14 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.06 0.06 0.05 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 0.06 0.05 0.04 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 0.04 0.05 0.06 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.15 0.15 0.14 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 0.03 0.04 0.05 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 0.10 0.03 0.00 
12 
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
SIDO 0.16 0.17 0.20 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.02 0.02 0.01 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 0.04 0.04 0.03 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.07 0.08 0.37 
16 PT. Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.08 0.07 0.22 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 0.17 0.14 0.90 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 0.38 0.37 0.76 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.03 0.04 0.16 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 0.05 0.06 0.28 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.08 0.08 0.07 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 0.02 0.05 0.45 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KBLI 0.18 0.12 0.19 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 0.01 0.01 0.02 
25 PT. Kabelindo Murni KBLI 0.03 0.04 0.09 
26 
PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
SCCO 0.14 0.07 0.06 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.22 0.23 0.97 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 0.00 0.00 0.00 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 0.04 0.03 0.07 










2. Data Thin Capitalization setelah diolah 




2016 2017 2018 
1 PT.Akasha Wira International Tbk. ADES 0.92 0.88 0.71 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 0.62 0.01 0.02 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 0.08 0.17 0.18 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 0.08 0.07 0.12 
5 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
INDF 
0.20 0.22 0.17 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.66 0.67 0.75 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 0.66 1.06 1.29 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 1.36 1.35 1.26 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.05 0.05 0.06 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 0.36 0.41 0.14 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 1.55 0.62 0.04 
12 
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
SIDO 
0.11 0.02 0.13 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.93 0.07 0.29 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 0.84 0.56 0.88 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.10 0.16 0.18 
16 PT. Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.10 0.14 2.40 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 0.07 0.07 1.87 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 1.57 1.37 0.30 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.20 0.15 0.01 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 0.03 0.02 1.65 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.43 0.33 0.23 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 0.26 0.08 4.31 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KBLI 0.09 0.28 1.59 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 1.49 1.69 5.93 
25 PT. Kabelindo Murni KBLI 0.80 0.45 0.18 
26 
PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
SCCO 
1.04 0.46 0.37 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.21 0.12 0.20 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 0.62 0.42 0.15 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 0.90 0.65 3.37 












3. Data Komite Audit setelah diolah. 
 




2016 2017 2018 
1 PT.Akasha Wira International Tbk. ADES 3 3 3 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 3 3 3 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 3 3 3 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 3 3 3 
5 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
INDF 3 3 3 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ICBP 3 3 3 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 4 4 4 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 3 3 3 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 3 3 3 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 4 4 4 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 3 3 3 
12 
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
SIDO 3 3 3 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 3 3 3 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 3 3 3 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 4 3 3 
16 PT. Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 3 3 3 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 3 3 3 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 5 3 3 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 3 3 3 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 3 3 3 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 3 3 3 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 3 3 3 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KBLI 3 3 3 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 3 3 3 
25 PT. Kabelindo Murni KBLI 3 3 3 
26 
PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
SCCO 3 3 3 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 3 3 3 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 3 3 3 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 3 3 4 












4. Data Kepemilikan Institusional setelah diolah 
 




 2016 2017 2018 
1 PT.Akasha Wira International Tbk. ADES 0.92 0.92 0.92 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 0.92 0.92 0.92 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. CINT 0.70 0.68 0.72 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. DVLA 0.92 0.92 0.92 
5 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
INDF 0.19 0.19 0.81 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ICBP 0.50 0.50 0.50 
7 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 0.90 0.04 0.04 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. KDSI 0.76 0.78 0.78 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 0.57 0.57 0.57 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. PYFA 0.54 0.54 0.54 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 0.69 0.70 0.73 
12 
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
SIDO 0.02 0.81 0.81 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. SKBM 0.44 0.77 0.77 
14 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT 0.84 0.84 0.98 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 0.13 0.13 0.13 
16 PT. Tempo Scan Pasific Tbk. TSPC 0.78 0.79 0.85 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. ULTJ 0.11 0.37 0.36 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 0.15 0.15 0.15 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 0.80 0.80 0.50 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. BATA 0.87 0.87 0.87 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. BRAM 0.06 0.06 0.08 
22 PT. Indospring Tbk. INDS 0.88 0.88 0.88 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. KBLI 0.59 0.55 0.63 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. RICY 0.35 0.48 0.48 
25 PT. Kabelindo Murni KBLI 0.82 0.82 0.82 
26 
PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
SCCO 0.71 0.71 0.71 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 0.58 0.58 0.58 
28 PT. Star Protochem Tbk. STAR 0.48 0.41 0.41 
29 PT. Trisula International Tbk. TRIS 0.66 0.67 0.76 












5. Data Penghindaran Pajak setelah diolah 
 
No Nama Perusahaan 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 PT.Akasha Wira International Tbk. 0.09 0.25 0.24 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 0.12 0.25 0.25 
3 PT. Chitose Internasional Tbk. 0.26 0.23 0.39 
4 PT. Darya Varia Labotaria Tbk. 0.29 0.28 0.26 
5 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk. 
0.27 0.32 0.28 
6 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 0.34 0.33 0.33 
7 PT. Kimia Farma Tbk. 0.29 0.26 0.30 
8 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. 0.26 0.26 0.26 
9 PT. Kalbe Farma Tbk. 0.23 0.24 0.24 
10 PT. Pyridam Farma Tbk. 0.27 0.26 0.25 
11 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. 0.24 0.27 0.32 
12 
PT. Industri Jamu & Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
0.23 0.22 0.24 
13 PT. Sekar Bumi Tbk. 0.26 0.21 0.24 
14 PT. Sekar Laut Tbk. 0.17 0.16 0.20 
15 PT. Mandom Indonesia Tbk. 0.26 0.26 0.26 
16 PT. Tempo Scan Pasific Tbk. 0.24 0.25 2.04 
17 PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk. 0.23 0.31 0.26 
18 PT. Unilever Indonesia Tbk. 0.25 0.25 0.25 
19 PT. Astra Otoparts Tbk. 0.25 0.23 2.18 
20 PT. Sepatu Bata Tbk. 0.35 0.33 0.27 
21 PT. Indo Kordsa Tbk. 0.28 0.28 0.28 
22 PT. Indospring Tbk. 0.17 0.29 0.25 
23 PT. Kmi Wire and Cable Tbk. 0.13 0.16 0.24 
24 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. 0.36 0.36 0.38 
25 PT. Kabelindo Murni 0.42 0.01 0.37 
26 
PT. Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
0.22 0.22 0.26 
27 PT. Selamat Sempurna Tbk. 0.23 0.23 0.24 
28 PT. Star Protochem Tbk. 0.92 0.88 0.97 
29 PT. Trisula International Tbk. 0.47 0.35 0.19 










LAMPIRAN 4. OUTPUT SPSS 
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Profitabilitas 63 .03 .20 .0956 .04347 
Thin Capitalization 63 .16 1.65 .5163 .36051 
Komite Audit 63 3.00 5.00 3.5873 .73254 
KepemilikanInstitusional 63 .19 .79 .5560 .20300 
PenghindaranPajak 63 .20 .36 .2690 .03568 
Valid N (listwise) 63     
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
2. Tabel Uji Asumsi Klasik  
a. Hasil Uji Normalitas 
a.1. One Sample Komogorov- Smirnov 







Std. Deviation .01616762 




Test Statistic .059 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 





b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 








































B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .212 .025  8.345 .000   
Profitabilitas -.102 .074 -.124 -1.380 .173 .440 2.272 
Thin Capitalization .030 .007 .298 4.039 .000 .649 1.540 
Komite Audit -.001 .004 -.022 -.252 .802 .467 2.142 
KepemilikanInstitusional .100 .019 .570 5.201 .000 .295 3.394 
a. Dependent Variable: PenghindaranPajak 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
c. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 .891a .795 .781 .01672 2.159 
a. Predictors: (Constant), KepemilikanInstitusional, Thin Capitalization, Komite Audit, 
Profitabilitas 
b. Dependent Variable: PenghindaranPajak 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
k = 4   n = 63 
























Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .212 .025  8.345 .000 
Profitabilitas -.102 .074 -.124 -1.380 .173 
Thin Capitalization .030 .007 .298 4.039 .000 
Komite Audit -.001 .004 -.022 -.252 .802 
KepemilikanInstitusional .100 .019 .570 5.201 .000 
a. Dependent Variable: PenghindaranPajak 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
df = n – k = 63 – 5 = 58 






4. Hasil Uji Hipotesis 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .212 .025  8.345 .000 
Profitabilitas -.102 .074 -.124 -1.380 .173 
Thin Capitalization .030 .007 .298 4.039 .000 
Komite Audit -.001 .004 -.022 -.252 .802 
KepemilikanInstitusional .100 .019 .570 5.201 .000 
a. Dependent Variable: PenghindaranPajak 
Sumber : Data hasil olahan spss versi 22. 
 
5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .891a .795 .781 .01672 
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Thin Capitalization, Komite 
Audit, Profitabilitas 
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 













LAMPIRAN 5. DATA OUTLIER DAN UJI NORMALITAS SETELAH 
OUTLIER 
1. Data Outlier Profitabilitas 
 
Sumber : Data Hasil olahan spss versi 22. 
 
2. Data Outlier Thin Capitalization 
 
 









3. Data Outlier Komite Audit 
 
Sumber : Data Hasil olahan spss versi 22. 
 
4. Data Outlier Kepemilikan Institusional 
 
 











5. Data Outlier Penghindaran Pajak 
 
Sumber : Data Hasil olahan spss versi 22. 
 
6. Tabel Uji Normalitas Setelah Membuang Data Outlier 
Tabel Uji Normalitas 
(setelah membuang data outlier) 







Std. Deviation .01616762 




Test Statistic .059 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Sumber : Data Hasil olahan spss versi 22. 
 
